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ASWIN BAHAR (B 111 07 324) “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL 
TERHADAP HAK IMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN 
PENGADILAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) (Studi kasus 
Omar Al-Bashier)”. Dibimbing oleh Ibu Alma Mauputy selaku 
pembimbing I, dan Bapak Maskun selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum 
internasional terhadap imunitas kepala negara dalam proses peradilan 
ICC. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Wilayah Makassar, 
Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Unhas dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara penelitian kepustakaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak imunitas kepala 
negara tidak lagi bersifat absolut mutlak sehingga, hak imunitas kepala 
negara yang dituduh melakukan kejahatan internasional tidak akan 
mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court (ICC).  
Statuta Roma sebagai landasan utama ICC mengatur adanya mekanisme 
pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional. Proses 
penahanan Presiden Sudan Omar Al-Bashier sudah memenuhi ketentuan 
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judul: ”Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Hak Imunitas Kepala 
Negara Di Hadapan Pengadilan International Criminal Court (ICC) 
(Studi kasus Omar Al-Bashier)”. Skripsi ini disusun sebagai suatu 
Persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar, Selain itu, penulisan skripsi ini di 
tujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan khusunya ilmu hukum, terutama pada bagian hukum 
internasional mengenai sistem pembayaran transaksi perdagangan 
internasional. 
Tersusun Skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan 
kesulitan, namun berkat bantuan , semangat, dorongan, bimbingan, dan 
kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut 
dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu penulis dengan segenap hati 
hendak menghanturkan terimakasih yang sebasar-besarnya kepada Ibu 
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A.   Latar Belakang Masalah 
Perkembangan hukum internasional seringkali berkaitan dengan 
peristiwa yang menyangkut hak imunitas kepala negara, terutama dalam 
pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukannya. Hal 
ini menjadi isu yang menarik bagi masyarakat internasional, seperti kasus 
Augusto Pinochet, mantan Presiden Chili yang dalam masa jabatannya 
diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negaranya 
baik terhadap lawan politik maupun warga sipil. 
Hak imunitas memiliki makna bahwa pejabat negara terutama 
kepala negara suatu pemerintahan dapat menikmati inviolibility  dan 
immunity1. Inviolibilty diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat 
kekuasaan negara dan kekebalan terhadap segala gangguan yang 
merugikan sedangkan immunity diartikan bahwa pejabat negara tersebut 
kebal terhadap jurisdiksi negara lain, yang bersifat pidana, perdata 
maupun administratif. 
Kekebalan hukum yang dinikmati pejabat negara merupakan 
bagian  kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh pemerintah 
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negara. Kekebalan tersebut dimaksudkan agar pejabat tersebut dapat 
melaksanakan kewajibannya. Kekebalan dimaksudkan untuk menghindari 
ketergantungan pejabat terhadap good will pemerintah karena 
ketergantungan dapat berefek terhadap kelancaran pelaksanaan tugas 
khususnya dalam pengambilan suatu keputusan2. Namun, kekebalan ini 
tidak berfungsi apabila terjadi pelanggaran hukum demi kepentingan 
pribadi bukan untuk kepentingan negara. 
Banyak kasus yang terkait dengan imunitas kepala negara, kepala 
pemerintahan ataupun pejabat pemerintahan. Seperti kasus Slobodan 
Milosevic yang merupakan mantan kepala negara Yugoslavia. Tindakan 
represif yang dilakukan militer Yugoslavia terhadap etnik Bosnia 
mendorong terbentuknya pengadilan Ad hoc International Criminal 
Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY). ICTY menjadi tonggak 
sejarah baru mengenai hak imunitas yang dimiliki oleh kepala negara. 
Perkembangan terbaru mengenai hak imunitas dan 
penyimpanganya adalah kasus yang dialami Presiden Sudan Omar Al-
Bashir. Presiden Sudan dituduh telah melakukan kejahatan Genosida dan 
Kejahatan Kemanusian di Darfur oleh Jaksa Internasional Criminal Court 
(ICC) Luis Moreno. Perkembangan selanjutnya pengeluaran surat 
perintah penangkapan atas Omar Al-bashir oleh ICC3. 
                                                           
2  Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni-Bandung, hal 56 




Tuduhan terhadap Omar Al-bashir bermulai dari konflik di Darfur, 
Sudan bagian selatan. Beberapa faktor yang membuat konflik itu sulit 
dihentikan yaitu kelaparan, ledakan penduduk, kemiskinan dan intervensi 
asing membuat Darfur menjadi daerah terisolasi. Hal ini disebabkan tidak 
adanya perhatian dari Pemerintah Sudan4. Dengan kondisi seperti itu 
maka terbentuklah dua kelompok pemberontak yaitu  Sudan Liberation 
Army (SLA) dan Justice and Equality Movement (JEM) pada tahun 2003. 
Kedua kelompok memulai aksinya dengan berhasil merebut kota 
Gulu pada bulan Februari tahun 2003. Penyerangan kemudian dilanjutkan 
oleh SLA dengan sasaran El Fasher, ibukota Darfur utara, dan berhasil 
merusak beberapa pesawat serta merampas amunisi pemerintah pada  
April tahun 2003. Pemerintah Sudan yang tidak siap untuk mengadakan 
serangan balasan disebabkan keterbatasan personel militer5, atas kondisi 
yang demikian Pemerintah Sudan merangkul suku-suku setempat untuk 
memerangi pemberontak.  
Suku tersebut merupakan suku nomaden Arab, hal ini disambut 
dengan pembentukan milisi. Milisi itu dikenal dengan nama  “Jangjaweed”  
yang sebagian besar anggotanya direkrut dari suku Arab Baggara. Sepak 
terjang dari Jangjaweed untuk membantu Pemerintah Sudan kemudian 
menimbulkan masalah baru berupa pelanggaran HAM berat. Aksi dari 
milisi tersebut menimbulkan pengungsian akibat dari pembunuhan, 
                                                           
4 Kriminalisasi-Presiden-Sudan matanews.com/ diakses pada, 19 Agustus 2011  Pada Pukul 
19:23:56 WITA.  
5  Ibid 
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pemerkosaan dan penyiksaan serta penjarahan terhadap harta dan 
benda di kota Darfur. Akibat dari aksi milisi tersebut diperkirakan 
menewaskan korban jiwa sebanyak 300.000 orang serta memaksa sejuta 
orang mengungsi yang sebagian besar pergi ke negara Chad. 
Laporan dari penyidik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 
tanggal 6 Juni 2005 menyatakan bahwa Pemerintah Sudan turut 
bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Darfur. Sebagaimana yang 
dilaporkan Dewan HAM PBB bahwa krisis Darfur dipenuhi dengan 
pelanggaran yang sistematis dan meluas, hingga dapat dikatakan 
Pemerintah Sudan melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warga 
negaranya sendiri6. 
Konflik ini berusaha ditengahi oleh komunitas internasional untuk 
membantu menyelesaikan konflik Darfur. Dewan Keamanan PBB 
kemudian membentuk African Union Mission in Sudan (AMIS) sebagai 
pasukan perdamaian di Darfur . Hal tersebut kemudian diikuti dengan 
penandatanganan Humanitarian Ceasefire Agreement (HCA) pada 
tanggal 8 April 2004 antara Pemerintah Sudan dengan dua kelompok 
pemberontak, yaitu SLA dan JEM. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi 
AMIS berada di Sudan dengan agenda utamanya pengawasan 
pelaksanaan perjanjian dan pelaporan pelanggaran melalui CSA. 
                                                           
6  Ibid 
5 
 
 Akan tetapi perjanjian itu tidak efektif setelah para pemberontak 
melakukan pelanggaran-pelanggaran. Provokasi terhadap pihak 
Pemerintah hingga terbunuhnya tentara Uni Afrika dikarenakan perjanjian 
tersebut belum dirasa memuaskan bagi pihak pemberontak, terlebih lagi 
setelah melihat perjanjian antara Pemerintah Sudan dengan SPLA,  di 
daerah selatan Sudan, yang mampu mengakomodir keinginan SPLA di 
daerah selatan hingga akhirnya Omar Al-Bashir menggandeng pimpinan 
SPLA sebagai pejabat senior pemerintah Sudan.  
Upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis Darfur ini kemudian 
semakin rumit apalagi ditambah sikap pemerintah Sudan sendiri yang 
menolak intervensi dari luar atas urusan dalam negerinya seperti 
penolakan kedatangan tentara perdamaian PBB dan Uni Afrika pada 
tahun 2007. Krisis kemanusiaan di Darfur ini  mendasari dikeluarkanya 
surat perintah penangkapan terhadap Omar-Al bashir 
Jaksa ICC mengeluarkan sepuluh tuduhan kejahatan perang 
terhadap presiden Sudan Omar Al-Bashir pada tanggal 10 Juli 20087. 
Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri atas tiga tuduhan untuk Genosida, 
lima untuk kejahatan kemanusiaan dan dua untuk tuduhan kejahatan 
perang. Jaksa ICC menyatakan Omar Al-bashir  merupakan dalang dari 
penghancuran tiga kelompok suku di Darfur yang kesukuannya bukan 
Arab. 
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  Anew-reality-and-chalenges-face-post-referendum-sudan muslimvilagge.com/ diakses pada, 19 
Agustus 2011,  pada pukul  20:05:17 WITA. 
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Sebelumnya, Jaksa ICC juga telah mengeluarkan surat 
penangkapan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed 
Haroun, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Humaniter Sudan dan 
pimpinan milisi Jangjaweed Ali Kushavb pada bulan April 2007 dengan 
tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. Akan tetapi 
pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan kedua warga negaranya 
tersebut ke ICC dengan alasan tidak memiliki yurisdiksi atas Sudan. 
Atas tindakan tersebut, pada tanggal 4 Maret 2009 ICC kemudian 
merespons permintaan Jaksa ICC Luis Moreno berdasarkan tuduhan 
pada bulan Juli 2008 untuk menangkap Omar Al-Bashir serta 
menghadapkanya ke hadapan Pengadilan ICC di Den Haag. Surat 
tuduhan itu berisi tujuh tuduhan berdasarkan Statuta Roma, yaitu8 : 
- Kejahatan terhadap kemanusiaan dengan lima tuduhan yaitu, 
Pembunuhan (pasal 7) (1)(a), Pemusnahan (pasal 7) (1)(b) , 
Pemaksaan Pengusiran (pasal 7) (1)(d), Penyiksaan (pasal 7) (1)(f) 
dan pemerkosaan (pasal 7) (1)(g). 
- Kejahatan perang dengan dua tuduhan, yaitu dengan maksud 
melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
melakukan pengasutan kebencian terhadap kelompok tertentu (pasal 
8) (2)(i) dan penjarahan (pasal 8) (2)(v) 
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 Mail-archive.com/berita@listserv.rnw.n/msg02535.html, diakses pada, 23 Agustus 2011 pada 
pukul 20:15:56 WITA  
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Tuduhan sebelumnya yang tidak dimaksudkan ke dalam surat 
penangkapan yaitu, tuduhan atas kejahatan genosida dinyatakan tidak 
cukup bukti. Namun hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk 
dicantumkan sebagai tuduhan apabila dinyatakan sudah mencukupi bukti 
terjadinya genosida oleh Omar Al-Bashir. 
 ICC dalam pertimbangan surat penangkapan tersebut 
menerangkan bahwa  tidak  dikenal  penggunaan alasan  hak imunitas 
dalam hal pelanggaran HAM berat dan hanya mengenal 
pertanggungjawaban pidana individu (pasal 25(3) Statuta Roma. Omar Al-
Bashir sebagai Presiden Sudan dan panglima angkatan bersenjata Sudan 
dituduh telah melakukan desain kontra pemberontakan di Darfur. 
Diketahui pula bahwa Omar Al-bashir mengontrol semua kegiatan di 
Pemerintahan Sudan . 
B.   Rumusan Masalah   
 Dalam rangka lebih mempertajam permasalahan yang sedang 
penulis bahas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah perkembangan imunitas kedaulatan negara terhadap 
proses peradilan icc (study kasus Omar Al-Bashier?  
2. Bagaimanakah pandangan hukum internasional terhadap hak 





C.   Tujuan dan kegunaan penulisan 
a.  Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah 
1. Untuk mengetahui hukum internasional dalam memandang 
perkembangan imunitas kedaulatan negara terhadap proses peradilan  
di depan ICC (study kasus Omar Al- Bashir). 
2. Untuk mengetahui hukum internasional dalam memandang hak 
imunitas yang dimiliki kepala negara dihadapan ICC (studi kasus 
Omar Al-Bashir).  
 
Kegunaan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Dapat dijadikan bahan referensi bagi siapa saja yang ingin 
mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan imunitas 
kedaulatan negara terhadap proses peradilan ICC ( study kasus omar 
Al-Bashir). 
2. Dapat dijadikan bahan referensi bagi siapa saja yang ingin 
mengetahui lebih dalam mengenai hak imunitas kepala Negara 












A. Kedaulatan Negara 
 
Kedaulatan suatu negara akan menentukan bentuk hukum negara 
tersebut, sedangkan hukum akan menentukan syarat adanya kedaulatan. 
Pengertian kedaulatan  memang merupakan kata yang abstrak dapat 
menimbulkan arti yang berlainan. Jika arti kedaulatan  dimaksudkan 
bahwa negara mempunyai kekuaasaan tertinggi, maka pengertian inilah 
yang banyak menimbulkan salah paham, karena tidak mungkin hukum 
internasional mengikat negara, jika negara merupakan kekuasaan 
tertinggi yang tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi. 
Pengertian kedaulatan negara ini apabila dikaitkan dengan tindakan 
negara (act of State) misalkan penumpasan pemberontak seperti yang 
dilakukan Presiden Sudan dan sebagainya ternyata mengalami 
perkembangan yang pesat. Permasalahan yang timbul dari tindakan 
negara tersebut adalah apakah tindakan negara dari suatu negara 
berdaulat dapat dituntut oleh suatu pengadilan di luar wilayahnya. Gerald 
Fitzmaurice mengemukakan dua hal9: 
(a) Mengakui kekebalan negara secara mutlak dari proses 
persidangan apapun kecuali atas kesukarelaan. 
 
(b) Membedakan antara tindakan negara dan tindakan non negara,  
                                                           
9
 Perkembangan-doktrin-tindakan-negara, wartawarga.gunadama.ac.id, diakses pada 14 
Desember 2011 pada pukul 07:09:45 WITA 
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  Dengan mengakui kekebalan bagi tindakan negara dan menolak 
kekebalan bagi tindakan non negara. Pada mulanya konsep kekebalan 
negara yang dianut adalah kekebalan mutlak, namun konsep kekebalan 
mutlak ini hanya bisa bertahan sampai abad ke 19. Hal ini  disebabkan 
karena terjadinya praktek hukum pengakuan terhadap doktrin tindakan 
negara, sehingga pendukung doktrin kekebalan absolut menjadi 
berkurang. Karena pada kenyataanya penerapan kekebalan absolut 
sangat sulit dilakukan. 
  Namun demikian, dalam yurisprudensi beberapa negara, 
perlindungan terhadap suatu negara dalam bentuk imunitas 
kedaulatannya, hanya diberikan apabila negara yang bersangkutan telah 
bertindak dalam kualitasnya sebagai suatu negara dengan kekuatan 
politisnya. Tetapi saat ini terdapat kecenderungan ke arah pembatasan 
kekebalan negara pada tingkatan-tingkatan tertentu yang disebut iure 
imperii. Oleh karena itu, tidak ada negara yang mengeluarkan 
kebijaksanaan yang bertentangan dengan kecenderungan ini. 
  Adanya kecenderungan untuk membatasi masalah kekebalan 
negara dari yurisdiksi negara lain tetap merupakan bagian penting hukum 
internasional. Karena kekebalan negara pada dasarnya mencerminkan 
struktur hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional. Dan 
salah satu ciri kedaulatan adalah kekebalan negara dari campur tangan 
atau gangguan dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, masalah 
kedaulatan sangat erat hubungannya dengan yurisdiksi negara. 
11 
 
  Terdapat sebuah doktrin yang disebut doktrin tindakan negara (Act 
of State Doctrine) atau Secondary Immunity. Doktrin ini tampaknya baru 
dapat diberlakukan, jika perisai kekebalan negara dapat ditembus. Doktrin 
ini merupakan aturan sebagai langkah kedua yang dapat dijadikan 
pedoman oleh pengadilan dalam memberikan putusan. Apakah peraturan 
hukum negara asing dapat diberlakukan jika negara asing tersebut 
bertindak dalam yurisdiksinya. Doktrin ini tidak jauh berbeda dengan 
doktrin kedaulatan, karena kedua doktrin tersebut pertimbangannya atas 
dasar yang sama yaitu menghormati kedaulatan negara lain 
Pengertian doktrin tindakan negara tidak saja mencakup 
pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif atau administratif dari 
suatu negara merdeka dan berdaulat, atau aparat-aparatnya atau pejabat-
pejabatnya yang sah. Tetapi merupakan tindakan-tindakan legislatif dan 
administratif seperti Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah. Oleh 
karena itu, doktrin tindakan negara akan muncul dalam berbagai 
bentuknya. 
B.  Hak imunitas  
Keistimewaan yang dapat dinikmati oleh pejabat negara ini 
diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
Konvensi Wina 1961 tentang Hukum Diplomatik. Hak imunitas secara 
umum memiliki arti bahwa para kepala negara, pejabat pemerintahan  
mempunyai kekebalan dari berbagai hukum yurisdiksi negara lain. Dengan 
kata lain kepala negara dan pejabat pemerintahan tidak terikat dengan 
12 
 
hukum negara lain. Hak imunitas ini diberikan oleh hukum internasional 
berdasarkan Genewa Convention on Diplomatic Relation 1961 (Konvensi 
Jenewa 1961)10.    
Kekebalan ini diberikan karena wakil pejabat negara merupakan 
suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang hak-haknya dijamin 
hukum internasional (United Nations Charter). Negara  yang dimaksud 
memiliki hak khusus (previlege) yang juga dijamin hukum. Hak previlege 
ini tidak hanya diberikan kepada wakil-wakil negara asing di wilayah 
territorial negara penerima (Receiving State), tetapi juga kepada negara-
negara lain, seperti hak lintas wilayah udara (penerbangan komersial) dan 
hak lintas laut territorial dan pedalaman (innocent passage right).  
Keistimewaan ini diberikan dengan alasan bahwa para abdi yang 
diberi tugas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada 
masyrakat layakmendapatkannya. Hal ini dikarenakan seringkali dalam 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dirasa bermanfaat bagi 
kepentingan masyrakat umum, mereka dihadapan suatu aturan hukum 
yang sulit untuk dilanggat ketentuannya.11 
B.1.   Pengertian Hak Imunitas 
Sejak dikenalnya konsep hubungan sosial didalam sejarah 
kehidupan manusia untuk mencapai tujuan memenuhi berbagai 
kebutuhan, perihal kekuasaan negara terus mengalami perkembangan 
                                                           
10 Kekebalan-keistimewaan-diploamatik, Roysanjaya.blogspot.com/ diakses pada 14 November 
2011 
11  J.C.T Simorangkir, 1983, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Gunung Agung, Jakarta ; hal 35 
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yang kontroversi, kompleks dan diplomatis. Keadaan ini cukup tercermin 
dalam bentuk dualisme eksistensi kekuasaan itu sendiri yaitu di satu sisi 
mempesona di lain sisi merupakan hal yang menakutkan,inilah awal mula 
adanya kekebalan dan keistemewaan di era masyrakat modern.12 
Kekebalan dan keistimewaan untuk pejabat negara dapat 
dikategorikan dalam dua pengertian, yaitu inviolability dan immunity. 
Inviolability hanya diperuntukkan kekebalan terhadap organ-organ 
pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan 
terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan 
perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara 
immunity dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan 
negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun 
keperdataan13. 
Sesuai dengan Konvensi Wina 1961, definisi hak imunitas adalah 
kekebalan dari yurisdiksi perdata dan pidana yang tidak dapat diganggu 
gugat14. Hak imunitas tidak hanya dinikmati oleh pejabat negara, tetapi 
juga termasuk anggota keluarganya.  
B.2.  Jenis Hak Imunitas 
 Dalam kaitanya dengan personalitas hukum dan pengakuan, subjek 
hukum internasional menikmati semacam keistimewaan atau hak-hak 
                                                           
12  Frans Magnis Suseno, 1998, Kuasa Moral, Gramedia, Jakarta, hal 1 
13  Syahmin, 2008, Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi dan Analisis, Raja Grafindo, Jakarta, 
hal 119 
14 Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hal  51 
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tertentu, baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. 
Keistimewaan tersebut salah satunya adalah imunitas terhadap proses 
hukum dari pengadilan dari negara lain yang dapat dinikmati oleh negara-
negara dan organisasi internasional. Hak imunitas tersebut terdiri dari hak 
imunitas negara dan kepala negara. 
B.2.1.  Imunitas Negara 
Negara yang memiliki kedaulatan dapat menjalankan yurisdiksi 
nasionalnya terhadap teritorialnya baik terhadap orang, benda dan 
perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam wilayah negaranya. Secara 
hukum, yurisdiksi dimaksud tidak dapat dijalankan terhadap kepala negara 
asing, diplomat beserta aset-asetnya memiliki kekebalan imunitas . Hak 
imunitas ini diberikan oleh hukum internasional berdasarkan Geneva 
Convention on Diplomatic Relation 1961  (Konvensi Jenewa 1961)15. 
Pasal 3 ayat (1)  Vienna Convention 1961  menyatakan “ suatu 
negara memiliki kekebalan kecuali: 
“A real relating to private immobable property situated in the territory 
of the recceing state, unless he holds it on behalf of the sending state for 
the purposes of the mission. 
An action relating to succescion in which bthe diplomatic agent is 
involved as private person 
An action relating to any professional or commercial activity 
exercised by diplomatic agent in the receiving state outside his official 
functions16” 
(Berkaitan dengan kekayaan  pribadi terletak di wilayah negara 
penerima, kecuali ia memegang itu atas nama negara tujuan pengiriman 
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  Yudha Bakti Ardhiwisastra, 1999, Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing, 
Alumni, Bandung, hal  36. 
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   Suatu tindakan yang berkaitan dengan suksesi dimana agen 
diplomatik yang terlibat sebagai orang pribadi 
Suatu tindakan yang berkaitan dengan aktivitas professional atau 
komersial dilakukan agen diplomatik di negara penerima di luar fungsi 
resminya)   
       Kepala negara, sebagai bagian pengertian dari pejabat negara, 
sering diidentikkan dengan souvereign immunity dalam hal perolehan 
kekebalan hukum. Imunitas diberikan kepada pejabat negara, terutama 
kepala negara, karena kepala negara merupakan gambaran atau 
perlambangan dari negara yang bersangkutan. Hal ini menempatkan 
kepala negara sebagai perlambangan kedaulatan suatu negara berdaulat 
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  
Arti pemberian imunitas itu sendiri memiliki makna bahwa dengan 
kekebalan hukum, kepala negara memiliki kompetensi untuk mengambil 
tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam mewujudkan tertibnya 
kehidupan kenegaraan dan meningkatkan harkat dan martabat negaranya 
di lingkungan dunia internasional17. 
 Persoalan tentang keberadaan ICC awalnya diperdebatkan dengan 
adanya imunitas negara dan doktrin kedaulatan negara yang 
membentengi suatu perbuatan negara terhadap langkah hukum negara 
lain. Pemberian hak imunitas kepada kepala negara tidak dapat 
dilepaskan dari teori imunitas negara. Teori ini menempatkan posisi 
bahwa suatu negara memiliki kekebalan di hadapan Pengadilan, baik itu 
nasional maupun asing. Berdasarkan teori imunitas negara terhadap dua 
                                                           
17  Ibid 
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doktrin imunitas, yaitu imunitas mutlak (absolute immunity) dan imunitas 
terbatas (restrictive immunity).  
Imunitas mutlak pertama kali dirumuskan oleh Pengadilan yaitu 
dalam kasus The Schooner Exchange dan Mc Faddon18. Kasus ini  
menjelaskan hubungan antara yurisdiksi teritorial dan kekebalan 
kedaulatan.  The Schooner Exchange dan Mc Faddon yang diputuskan  
the US Supreme Court dalam putusannya, Chief Justice Marshall 
menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara di dalam wilayahnya sendiri 
bersifat eksklusif dan mutlak, tetapi tidak mencakup negara asing (foreign 
sovereign).  
Hakim Marshall menyatakan kesamaan penuh (perfect equality) 
dan kemerdekaan mutlak (absolute independence) negara-negara  
menimbulkankan sekumpulan kasus dimana setiap negara berdaulat 
dianggap melepaskan pelaksanaan sebagian yurisdiksi teritorial yang 
penuh dan eksklusif yang dinyatakan sebagai atribut setiap negara. 
Dengan demikian kapal perang yang memasuki pelabuhan dari negara 
sahabat, harus dianggap dikecualikan atau dibebaskan dari yurisdiksi 
negara sahabat keputusan Hakim Marshall pada kasus ini tahun 1982  
menjadi acuan sebagai sikap yudisial mengenai doktrin imunitas mutlak. 
Salah satu pendapat Hakim dalam putusan tersebut adalah19: 
“ The jurisdiction of the nation within is own territory is necessary 
exclusive and absolute. Any restriction upon it, deriving vadality an 
external source, would imply a dimunation of its sovereignity to the 
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extens of the restriction, and an investment of that sovereign to the 
same extent in that power which would impose such restriction.” 
 (Yurisdiksi bangsa dalam adalah wilayah sendiri perlu eksklusif dan 
absolut. Setiap pembatasan atasnya, berasal sumber eksternal, akan 
berarti kedaulatannya diperluas secara pembatasan, dan investasi 
yang berdaulat pada tingkat yang sama dalam kekuatan yang akan 
memberlakukan pembatasan tersebut.) 
 
  Namun kemudian timbul masalah ketika negara lain mulai masuk 
ke dalam kegiatan komersial, negara banyak melakukan modifikasi 
terhadap hak imunitas mutlak. Ini disebabkan karena prinsip imunitas 
memungkinkan perusahaan negara untuk mendapat keuntungan melebihi 
perusahaan swasta. Perkembangan dalam imunitas negara ini pula yang 
mewarnai terhadap imunitas kepala negara. Sesuai dengan alurnya dari 
mutlak menjadi terbatas, imunitas negara menempatkan imunitas kepala 
negara memiliki batasan pemberlakuan dengan memperhatikan tindakan 
yang diambil oleh kepala negara tersebut apakah dalam kapasitas 
kedaulatan negara atau pribadi. Perubahan mendasar ini mengakibatkan 
dapat diteruskanya suatu gugatan hukum sampai ke pokok 
permasalahanya20. 
Dengan demikian banyak negara mulai menganut doktrin kekebalan 
terbatas (restrictive immunity) yang  mengakui dan memberikan kekebalan 
apabila menyangkut kegiatan pemerintahan (governmental activity), tetapi 
apabila negara melakukan kegiatan komersial (commercial activity) maka 
kekebalan tersebut tidak dapat diberikan. Tindakan pemerintah yang 
dilakukan demi untuk kepentingan publik dan membuat kekebalan tetap 
                                                           
20  Yudha Bakti Ardiwisastra, Op-cit, hal 186. 
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diberikan disebut dengan istilah acts jure imperii, sementara tindakan 
pemerintah yang berkaitan dengan komersial disebut dengan istilah acts 
jure gestionis21. 
B.2.2.  Imunitas Pejabat Negara    
Imunitas  pejabat negara merupakan hak yang diberikan oleh 
negara terhadap abdi negara terutama dalam fungsinya sebagai pejabat 
publik. Imunitas pejabat negara memang tidak disebutkan secara tegas 
dalam Konvensi Wina tetapi hal ini dapat dilihat dan sangat bergantung 
pada konsep kebiasaan dalam imunitas kedaulatan negara. 
Imunitas kedaulatan negara memberikan penjelasan bahwa suatu 
negara berdaulat memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan 
kehidupan negaranya sehingga kekuasaan demikian harus dihormati oleh 
setiap negara lainya yang juga memiliki kekuasaan tersebut. Kekebalan 
pejabat negara sering dikaitkan dengan kekebalan yang dimiliki agen 
diplomat, khususnya kekebalan pidana, perdata dan administrasi. Hal ini 
sesuai dengan yang tercantum dalam konvensi Wina 1961 tentang 
hubungan diplomatik.  
Konvensi ini membedakan antara procedural immunity, yang 
tersedia kala pejabat tersebut menduduki jabatannya, dengan substantive 
immunity, yang tersedia walaupun sudah tidak menduduki jabatan itu lagi. 
Tidak seperti procedural immunity yang melingkupi seseorang baik itu 
dalam kaitan tindak pidana dan perdata, substantive immunity hanya 
                                                           
21
 Minartyplace.blogspot.com/2009_03_01archive.html, diakses pada, 25 Agustus pada pukul 
21:00:23  WITA 
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berlaku jika tindakan tersebut adalah tindakan negara. Jadi dalam 
kaitanya dengan substantive imumunity, mantan pejabat tersebut dapat 
menikmati kekebalan hukum apabila tindakan yang  dilakukannya 
merupakan pelaksanaan tugas negara terbatas pada jabatan yang  dulu. 
Konsekuensi terpenting dengan menjadikan hak imunitas sebagai 
atribut pribadi adalah tuntutan hukum tidak dapat dilaksanakan secara 
efektif terhadap entitas-entitas yang telah dikebalkan. Apabila pengadilan 
menentukan bahwa tergugat adalah pribadi yang kebal, maka tuntutan 
hukum harus ditolak. Oleh karena itu pemberian imunitas ini hanya dapat 
diberikan dalam artian memang tindakan tersebut dalam menjalankan 
tugas negara. 
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi New 
York 1969 tentang Misi Khusus, dan Konvensi Eropa tentang Imunitas 
Negara yang menjelaskan tentang imunitas pejabat negara. Satow dalam 
Guide to Diplomatic Practice mengatakan22: 
 
“The personal status of a head foreign state therefore continues to be 
regulated by long esthablished rules of customary internacional law 
which can be stated in simple terms. He is entitlted to immunity, 
probably without exception, from criminal and civil jurisdiction. 
A head of state who has been deposed or replaced or has abdicated 
or resigned is of course no longer entitled to previleges or immunities 
as a head of state. He will be entitled to continuing immunity in 
regard to acts which he performed while head of state, provided that  
the acts which he performed in his official capacity” 
(”Status pribadi kepala negara asing terus diatur aturan kukum 
internasional dan hukum adat yang dapat dinyatakan dalam istilah 
sederhana. Dia mempunyai kekebalan, mungkin tanpa kecuali dari 
                                                           
22
  Satow, “Guide To Diplomatic Practice” http://www.ua.es/up/pinochet/document, diakses pada, 
27 Agustus  09:08:14 WITA. 
20 
 
yurisdiksi pidana dan perdata. Seorang kepala negara yang 
disingkirkan atau diganti atau melepaskana jabatan tersebut tidak 
berhak lagi menikmati hak imunitas sebagai kepala negara. Dia akan 
berhak atas kekebalan dalam hal tindakan yang dilakukan ketika 
kepala negara, dengan ketentuan bahwa tindakan yang dilakukan 
dalam kapasitas resmi.)     
 
 
Jadi pandangan yang berkembang adalah kepala negara dapat 
menikmati semua keistimewaan tersebut terbatas selama ia memegang 
jabatan tersebut dan memang penggunaannya dengan tujuan untuk 
memperlancar pelaksaan tugas yang telah diatur oleh konsitusi. Namun 
ketika jabatan itu sudah tidak dipegang lagi dan pernah terjadi 
penyimpangan di luar kehendak konstitusi selama masa jabatannya, maka 
ia dapat di mintai pertanggungjawabanya sebagai pribadi23. 
Jadi substantive immunity sendiri telah berevolusi sedemikian rupa 
akibat sistem yang berkembang saat ini. Khusus dalam kasus-kasus 
tertentu seperti kejahatan perang terhadap hukum internasional, 
substantive immunity yang melekat pada diri seorang mantan kepala 
negara dapat dilepaskan.24 Hal ini dapat kita lihat dalam putusan ICC 
mengenai kasus antara Moammar Qadhafi dan Pihak NTC kasus revolusi 
di Libya, ICC menganggap bahwa ada alasan yang kuat untuk percaya 
bahwa, di bawah pasal 25 (3) (a) dari Statuta Roma, Qadhafi bertanggung 
                                                           
23
  Ibid 
24 Mc Iver, 1985, Jaring-jaring Pemerintaha, Aksara Baru, Jakarta,hal 98 
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jawab sebagai pelaku tidak langsung dan untuk dua tuduhan kejahatan 
terhadap kemanusiaan25:  
 Pembunuhan, dalam arti pasal 7 (1) (a) dari Statuta Roma, dan  
 Penganiayaan, dalam arti pasal 7 (1) (h) dari Statuta Roma.  
ICC berpendapat  dalam kejahatan internasional seperti itu, individu 
tidak lagi dilindungi oleh imunitas walaupun jabatan tersebut tidak lagi 
melekat kepada individu tersebut. 
Putusan ICC ini selalu dikaitkan dengan kasus yang menimpa 
Presiden Sudan yang di dakwa melakukan genosida dan kejahatan 
kemanusiaan. Kasus Omar al-Bashier tersebut merupakan bagian dari 
pola yang berkembang dalam komunitas internasional mengenai 
peningkatan penggantian gagasan akan kedaulatan negara dengan 
pertanggungjawaban individu. Tindakan hukum oleh ICC ini merupakan 
anggapan yang terus meningkat tengtang pertanggungjawaban individu 
walaupun konsep tersebut mengancam konsep tradisional dalam 
hubungan antar negara.  
Pergerakan yang terjadi terus membimbing menuju arah 
perkembangan evolusi terhadap hukum, yang kemudian hal ini memicu 
perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum mengenai tidak 
dapat digangugugatnya imunitas kepala negara baik yang masih berkuasa 
maupun mantan kepala negara. Sebelum putusan tersebut itu sendiri, 
                                                           
25 Www.icc-cpi.int/ diakses pada, 15 November 2011 pada pukul 09:08:15 WITA 
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komunitas internasional menolak bahwa konsep imunitas bagi kepala 
negara yang dituduh telah melakukan kejahatan internasional maupun 
pertanyaan tengtang imunitas bagi kepala negara atau pejabat negara 
lainya yang masih berkuasa, belumlah menjadi subjek bahasan dalam 
hukum internasional26. Hal ini menurut sejarah kita temukan dalam 
Nuremberg Trial, ICTY dan ICTR yang merupakan awal mula 
terbentuknya ICC27.  
Pengadilan tersebut memiliki fenomena tersendiri yang mewarnai 
perkembangan hukum pidana internasional terutama terkait imunitas 
pejabat negara, walaupun dalam hal ini masih dalam lingkup mantan 
pejabat negara. Fenomena ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari 
konsep bahwa imunitas yang diemban, baik ketika masih menjabat 
maupun tidak, dijadikan tameng dalam tindakan pelanggaran 
kemanusiaan semasa masih menjabat. 
Pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap seorang pejabat 
kepala negara terutama kepala negara pada dasarnya mengikuti aturan 
hukum nasional yang ada ketentuan ini menimbulkan aturan birokrasi 
yang ketat terhadap pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan pejabat 
negara, tidak terkecuali aparat penegak hukum dan aturan-aturan hukum.  
Kekebalan dan keistimewaan, termasuk prosedur hukum yang 
ketat, diatur dalam hukum nasional suatu negara dengan tujuan sebagai 
                                                           
26 Heidi Altman, “The Future Of Head Of State Immunity” , http://www.ihrc.org.uk/file. diakses 
pada 6 September 2011 pada pukul 15:07:23 WITA 
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salah satu upaya agar pejabat negara dapat melaksanakan tugasnya 
dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan kekebalan hukum yang 
diberikan kepada pejabat diplomatik, pemberian hak ini ditujukan agar 
roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan 
layanan publik untuk masyarakat. 
Pengaturan kekebalan hukum yang diberikan oleh negara ini  
menempatkan maksud kekebasan untuk bertindak sebagai alasannya. 
Kekebasan yang dimaksud memiliki tujuan agar pejabat negara dapat 
melaksanakan kewajibannya dengan bebas sehingga tidak tergantung 
pada keputusan dari pemerintah negara yang terkadang terlambat 
memberikan respon dikarenakan jaringan birokrasi yang terlalu rumit dan 
panjang. Kekebalan hukum yang dimiliki oleh pejabat negara sendiri  pada 
situasi biasa tidak akan memiliki dampak apa-apa di masyarakat. Akan 
tetapi, kekebalan ini akan mulai terlihat dan mulai berperan ketika pejabat 
negara tersebut tersangkut masalah hukum. 
Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan bukan pemberian 
dalam cakupan kapasitasnya sebagai individu berdiri sendiri tetapi dengan 
memperhatikan kapasitas sebagai seseorang yang menjalankan amanah 
negara. Michael A Tunks mengatakan28: 
“Head of state immunity has sought to achieve the goals of both 
sovereign and diplomatic immunity by : 
a. Recognizing an appropriate degree of respect for foreign leaders 
as a symbol of their state sovereign independence 
b. Ensuring that they are not inhibited in performing their diplomatic 
functions.” 
                                                           
28  Michael A Tunks, 2002, Diplomat of Dependants, Duke Law Journal,vol 2  hal 654. 
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(Imunitas kepala negara telah berupaya untuk mencapai tujuan 
kekebalan dan imunitas yang berdaulat seperti: 
a. Menyadari gelar yang tepat untuk menghormati pemimpin asing 
sebagai simbol kemerdekaan kedaulatan negara mereka 
b. Memastikan bahwa mereka tidak terhambat dalam menjalankan 
fungsi jabatan  mereka) 
 
Pendapat ini mempertimbangkan bahwa dalam hak imunitas, posisi 
kepala negara tidak hanya dilihat sebagai kedaulatan negara tetapi juga 
dalam pelaksaan fungsi diplomatik. Kekebalan hukum juga diberikan oleh 
pemerintah sebuah negara kepada warga negaranya yang menduduki 
jabatan pemerintahan tertentu dengan harapan pejabat negara tersebut 
memberikan kemampuan terbaiknya selaku abdi negara dan loyal dalam 
mengabdi. 
Ada beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari profil seorang 
pejabat negara seperti kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud merupakan 
buah serta alat dari jabatan publik yang diembanya dengan tujuan agar 
dapat memberikan kebebasan bagi pejabat publik dalam melaksanakan 
ide-ide pembangunanya, yang kadang terbentur dengan aturan normatif 
yang ada. 
Meskipun setiap waktu menimbulkan hal yang menakutkan, akan 
tetapi kekuasaan mutlak dibutuhkan dalam kelangsungan pergaulan 
masyarakat dan kehidupan bernegara. Juga untuk mencapai tujuan-tujuan 
dari pendirian suatu negara yang berarti kekuasaan tersebut adalah 
fungsional demi kesehjateraan hidup setiap individu dalam suatu negara. 
Hukum selain menjadi alat kekuasaan dan tameng pelindung kekebalan 
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pejabat negara, juga menggambarkan definisi batasan-batasan  
pelaksanaan tugas demi kepentingan negara, sehingga apabila 
penyelewengan kekuasaan terjadi dan menuju arah kesewenang-
wenangan, maka hukum memberikan jalan untuk meluruskanya seperti 
tujuan dari hukum itu sendiri29. 
C.   Internasional Criminal Court 
Dengan berlakunya Statuta Roma, maka terbentuklah ICC sebagai 
badan baru dilingkungan PBB, yang merupakan lembaga peradilan pidana 
internasional yang bersifat tetap, tidak seperti pengadilan pidana 
internasional sebelumnya yang bersifat Ad Hoc yaitu Nuremberg dan 
Tokyo tribunal, ICTY dan ICTR karena pembentukannya  dikaitkan dengan 
peristiwa tertentu yang terjadi pada saat dan ditempat tertentu30. 
           Di dalam Statuta Roma sendiri selain memuat ketentuan tentang 
susunan dan kekuasaan suatu badan peradilan yang disebut ICC, 
sekaligus memuat  ketentuan hukum materil tentang jenis kejahatan yang 
berada dibawah yurisdiksinya yaitu, The Crime of Genocide, Crime gain  
Humanity, War Crime, and The Crimes of Agresion berikut ketentuan 
pidananya seperti di dalam ketentuan  tentang “Elemen of Crime” (unsur 
tindak pidana) dan “Rule of Procedure and Eviden. 
           Dengan demikian Statuta Roma adalah seperangkat peraturan 
hukum yang lengkap yang dapat diterapkan oleh ICC. Begitu Statuta 
Roma dinyatakan berlaku, negara yang telah mengikatkan diri pada 
                                                           
29  Mc Iver, 1985, Jaring-Jaring Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta, hal 86 
30 Ari Siswanto, 2005, Yurisdiksi Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia,Bogor, hal 124 
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statuta roma berarti mengakui yurisdiksi ICC atas keempat jenis kejahatan 
tersebut. Sebagai negara pihak mempunyai kewajiban hukum 
melaksanakan kerjasma internasional dan membantu ICC.  
C.1.  Pengertian Internasional Criminal Court 
ICC diatur oleh Statuta Roma, pengadilan pidana internasional 
didirikan untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku 
kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. 
ICC adalah sebuah organisasi internasional independen, dan bukan 
merupakan bagian dari sistem PBB31. Berpusat adalah di Den Haag di 
Belanda. Meskipun biaya Pengadilan didanai terutama oleh negara-
negara pihak, ICC juga menerima sumbangan sukarela dari pemerintah, 
organisasi internasional, individu, perusahaan.  
ICC adalah pengadilan terakhir dan tidak akan bertindak jika kasus 
diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses 
nasional tidak asli, misalnya jika proses formal dilakukan semata-mata 
untuk melindungi seseorang dari tanggungjawab pidana. Selain itu, ICC 
hanya mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang diatur 
Statuta Roma. Dalam semua kegiatannya, ICC mengamati standar 
tertinggi keadilan dan proses. Yurisdiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta 
Roma. 
                                                           
31 Www.icc-cpi.int/,  diakses pada 16 November 2011 
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Masyarakat internasional telah lama bercita-cita pembentukan 
pengadilan internasional yang permanen, dan, di abad ke-20, mencapai 
konsensus tentang definisi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan 
dan kejahatan perang. Pada tanggal 17 Juli 1998, masyarakat 
internasional mencapai tonggak bersejarah ketika 120 negara 
mengadopsi Statuta Roma, dasar hukum untuk menetapkan Pengadilan 
Kriminal Internasional yang permanen. Para Statuta Roma mulai berlaku 
pada tanggal 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara 
B.2.  Struktur  Internasional Criminal Court 
ICC adalah lembaga independen dan bagian dari PBB, namun ia 
mempertahankan hubungan kerja sama dengan Mahkamah PBB yang 
berbasis di Den Haag, Belanda, meskipun juga dapat duduk di tempat 
lain. Pengadilan ini terdiri dari empat organ, yaitu Kepresidenan, Divisi 
peradilan dan Registry32. 
1.  Kepresidenan   
Kepresidenan bertanggung jawab untuk keseluruhan administrasi 
pengadilan, dengan pengecualian dari Kantor Jaksa Penuntut, dan untuk 
fungsi-fungsi tertentu yang ditugaskan kepada Presidensi sesuai dengan 
Statuta Roma. Kepresidenan terdiri dari tiga hakim Mahkamah, terpilih 
untuk Kepresidenan dengan sesama Hakim, untuk jangka waktu tiga 




tahun. Ketua Pengadilan adalah Hakim Sang-Hyun Lagu (Republik 
Korea). Hakim Fatoumata Dembele Diarra (Mali) adalah Wakil Presiden 
Pertama, dan Hakim Hans-Peter Kaul (Jerman) adalah Wakil Presiden 
Kedua.  
2. Divisi Yudisial  
Para divisi yudisial terdiri dari delapan belas hakim diatur dalam 
divisi pra-trial, divisi trial dan divisi banding. Para hakim dari Divisi masing-
masing duduk di Chambers yang bertanggung jawab untuk melakukan 
proses Pengadilan pada tahap yang berbeda. Penugasan hakim untuk 
Divisi dibuat atas dasar sifat fungsi divisi masing-masing sesuai kualifikasi 
dan pengalaman hakim. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa 
setiap manfaat divisi dari kombinasi keahlian yang sesuai dalam hukum 
pidana dan prosedur dan hukum internasional. 
Para hakim Mahkamah adalah: Sang-Hyun Song (Republik Korea), 
Fatoumata Dembele Diarra (Mali), Hans-Peter Kaul (Jerman), Elizabeth 
Odio Benito (Kosta Rika), Akua Kuenyehia (Ghana), Erkki Kourula 
(Finlandia ), Anita Ušacka (Latvia), Sir Adrian Fulford (Inggris), Sylvia 
Steiner (Brasil), Ekaterina Trendafilova (Bulgaria), Daniel David Ntanda 
Nsereko (Uganda), Bruno Cotte (Prancis), Joyce Aluoch (Kenya), Sanji 
Mmasenono Monogeng (Botswana), Christine van den Wyngaert (Belgia), 
Cuno Tarfusser (Italia), Silvia Alejandra Fernandez de Gurmendi 
(Argentina), Kuniko Ozaki (Jepang) dan René Blattman (Bolivia).  
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3. Registry  
Registry bertanggung jawab atas non-yudisial aspek administrasi 
dan servis Pengadilan. Registry  dipimpin oleh Panitera yang merupakan 
petugas administrasi utama Pengadilan. Panitera latihan tugasnya di 
bawah otoritas Presiden Pengadilan. Panitera saat ini, dipilih oleh para juri 
untuk jangka waktu lima tahun, adalah Ms Silvana Sabtu (Italia).  
4. Kantor Lain  
Pengadilan juga mencakup sejumlah kantor semi-otonom seperti 
Kantor Penasihat Umum bagi korban dan Kantor Penasehat Umum 
Pertahanan . Kantor ini berada di bawah Registry untuk tujuan 
administratif tapi selain berfungsi sebagai kantor sepenuhnya independen. 
Majelis negara pihak juga telah membentuk dana perwalian untuk 
kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan dan keluarga 
para korban.   
C.3.  Kewenangan ICC 
Prinsip mendasar Statuta Roma  ini adalah ICC merupakan 
pelengkap bagi yurisdiksi pinana nasional (pasal 1). Ini berarti bahwa ICC 
harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika sistem nasional  yang 
ada benar- benar tidak mampu (unable) dan tidak bersedia (unwilling) 
untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang 
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terjadi, maka akan diambil alih dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana 
Internasional (pasal 17)33.  
Meskipun ICC mempunyai standar tersendiri untuk menilai suatu 
peradilan nasional, statuta yang ada juga memungkinkan tertuduh atau 
negara yang bersangkutan untuk menentang campur tangan ICC. Standar 
untuk menentukan ketidakbersediaan untuk menyelidiki atau 
menyidangkan sangatlah tinggi. Misalnya, keputusan nasional yang 
diambil dengan tujuan melindungi  orang yang bersangkutan dari 
tanggung jawab kriminal.  
Seperti halnya untuk menentukan ketidakmampuan memerlukan 
apa yang disebut keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem 
pengadilan nasionalnya. Prinsip komplementaritas menggaris-bawahi 
bahwa ICC tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan yang 
masih berfungsi, melainkan untuk menyediakan suatu alternatif untuk 
mencegah impunity yang disebabkan karena sistem peradilan yang 
independen dan efektif tidak tersedia . 
ICC menentukan kejahatan apa saja yang dimasukkan dalam 
yurisdiksi Mahkamah, dan bagaimana menetapkan batasan-batasanya. 
ICC akan mempunyai yurisdiksi atas tindakan kejahatan genosida, 
kejahatan terhadap kemanusian seperti yang  didakwakan Jaksa 
Mahkamah Pidana internasional terhadap Presiden aktif Sudan, Omar Al-
                                                           
33  Ibid, hal 2. 
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Bashir34. Statuta juga menyatakan bahwa ICC akan mempunyai yurisdiksi 
atas agresi, menegaskan batasan-batasan tindak kejahatan dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi ketika ICC menjalankan yurisdiksinya. 
Ada kesepakatan universal bahwa genosida haruslah disertakan, 
dengan pengertian sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi 
Genosida tahun 1948. 
C.3.1.  Kejahatan Yang Ditangani ICC  
Jenis kejahatan yang dapat ditangani Mahkamah Pidana 
Internasional adalah sebagai berikut35 : 
a. Kejahatan terhadap kemanusiaan, hal yang terpenting dalam 
konferensi Roma adalah kodifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan ( 
pasal 7) dalam perjanjian multilateral yang pertama sejak piagam 
Nuremberg. Mahkamah akan memiliki yurisdiksi atas kejahatan 
tersebut, baik yang dilakukan oleh negara maupun actor non negara. 
Memang ada desakan dari beberapa negara untuk membatasi 
kewenangan Mahkamah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang 
terjadi saat berlangsungnya konflik bersenjata. Hukum kebiaasaan 
internasional, kenyataanya tidak memandatkan hal ini, dan hanya 
membahas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masa damai. 
b. Kejahatan perang, Statuta Roma memberikan kepada Mahkamah 
yurisdiksi atas kejahatan perang baik yang dilakukan dalam konflik 
                                                           
34  Ibid 
35  Ibid, hal 3 
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internasional maupun internal (pasal 8 ayat 2). Dimasukkanya konflik 
bersenjata internasional dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana 
Internasional sangatlah penting, karena kebanyakan konflik bersenjata 
yang terjadi di dunia ini terjadi dalam lingkungan suatu negara. 
Sayangnya, terjadi kompromi untuk tidak menyertakan sejumlah 
tindak kejahatan yang sebenarnya merupakan pelanggaran serius 
dalam konflik bersenjata internal. Misalnya saja menimbulkan secara 
sengaja kelaparan penduduk sipil sebagai salah satu metode dalam 
perang. 
c. Agresi, Piagam Nuremberg mengikutsertakan kejahatan terhadap 
perdamaian bersama-sama dengan kejahatan perang dan kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan banyak yang beranggapan bahwa adalah 
sebuah langkah mundur dalam upaya menyelenggarakan sebuah 
peradilan yang permanen tanpa memasukkan kejahatan agresi dalam 
di dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Bagaimanapun, 
banyak terjadi ketidaksepakatan dalam mendefinisikan kejahatan ini, 
seperti juga dalam menempatkan peranan apa yang dapat Dewan 
Keamanan PBB memainkan peranan apakah sebuah agresi sudah 
terjadi atau tidak. 
d. Genosida dimasukkan dalam statuta Roma diakibatkan banyaknya 
pembasmian dan pemusnahan suatu ras tertentu demi kepentingan 
negara yang bersangkutan. 
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Statuta Roma juga mengijinkan jaksa penuntut untuk menginisiasi 
penyelidikan atas mosinya sendiri. Para pendukung pengadilan yang 
independen dan efektif merasa bahwa seorang jaksa penuntut dengan 
wewenang propio motu merupakan sumbangan yang esensial bagi 
penyerahan Dewan Keamanan dan negara pihak36. Meskipun penyerahan  
semacam itu penting artinya, tapi tidak akan cukup jika pengadilan yang 
ada belumlah efektif dalam menghukum dan mencegah tindakan pidana 
internasional.  
Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah badan politis yang 
seringkali dilumpuhkan oleh veto para anggota tetapnya. Sementara para 
Negara seringkali segan untuk mengajukan jika berkaitan dengan 
kedaulatan Negara lain, terutama jika merusak hubungan ekonomi dan 
diplomatik, atau jika bias pengaduan balasan, jaksa penuntut independen 
sangat penting artinya jika situasi yang ditangani ada dalam situasi tindak 
criminal  yang sangat keji dimana kemauan politik untuk memprosesnya 
sangatlah kurang. 
C.4.  Karakteristik Statuta Roma  
Dalam menerapkan kewenanganya menerapkan yurisdiksi, 
Mahkamah Pidana Internasional, Dewan Keamanan dapat merujuk 
sebuah situasi yang melibatkan bangsa dari suatu negara yang menjadi 
pihak dalam piagam PBB. Sebagaimana Dewan Keamanan juga 
mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pengadilan ad hoc tanpa 
                                                           
36
 Ketentuan Pasal 15 ayat 1, The Prosecutor May Initiate Investigations In Pro Prio Motu On The 
Basic Of Informations On Crimes 
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perlu mendapatkan persetujuan dari negara yang bersangkutan. 
Sebaliknya, rujukan negara pihak dan penyelidikan provio motu oleh jaksa 
penuntut sangatlah dibatasi dengan tegas. Jika kewenangan itu dapat 
ditekan, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat melangkah maju 
tanpa adanya tekanan dari Dewan Keamanan PBB untuk melakukan 
penyelidikan suatu kejahatan di suatu Negara. Sebuah Negara dikatakan 
menerima yurisdiksi Mahkamah jika telah meratifikasi Statuta Roma, 
meskipun negara tersebut dapat menunda penerimaanya atas yurisdiksi 
kejahatan perang selama tujuh tahun ( pasal 124 ).  
1.  Karakteristik Statuta Roma 
Karakteristik dari Statuta Roma, bahwa Statuta Roma tidak 
termasuk perjanjian yang tidak boleh direservasi (non reserved 
convention) oleh negara peratifikasi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan 
pasal 120 Statuta Roma37. Sekalipun demikian, setiap negara  peratifikasi 
masih dibolehkan menyatakan suatu deklarasi terhadap Statuta Roma. 
Dampak dari status bukan peserta peratifikasi ( non reserved convention) 
terutama bagi negara peratifikasi ada empat kewajiban yang harus 
dilaksanakan yaitu : 
a. Negara peratifikasi harus bekerjasama dengan penuntut umum 
b. Melaksanakan harmonisasi hukum nasional dengan standar ICC. 
c. Menggunakan kekuatan polisi dan fasilitas lainya untuk menangkap 
seseorang yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM berat.  
                                                           
37  Pasal 120, No Reservation May Be Made Statute. 
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d. Melaksanakan perampasan dan penyitaan jika diperintahkan oleh 
penuntut internasional. 
Untuk negara bukan peserta peratifikasi,  harus masih 
berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB. Sekalipun konvensi 
tersebut tidak dapat diratifikasi akan tetapi penandatanganan dan 
peratifikasi atas Statuta Roma dapat ditarik kembali pada pasal 127 
Statuta Roma, sekalipun negara yang bersangkutan masih tetap terikat 
terhadap kewajiban sebagaimana dicantumkan dalam ayat 2 pasal 127 
Statuta Roma antara lain menegaskan sebagai berikut38: 
“The court shall be brought into relationship with the United Nations 
through an agreement to be approved by the assembly of state 
parties of the statute” 
(Pengadilan harus dibawa ke dalam hubungan dengan negara-




 Namun yurisdiksi ICC terhadap wilayah territorial suatu negara 
telah secara tegas dinyatakan dalam  pasal 4 ayat 2 yang menyatakan : 
“The court may exercise its function anda powers, as provided in this 
statute, on the territory of any state party and, by special agreement, 
on the territory of any other state” 
(Pengadilan dapat melaksanakan fungsi  kekuasaan, sebagaimana 
diatur dalam undang-undang ini, di wilayah pihak negara dan, 
dengan persetujuan khusus, di wilayah negara lain) 
 
  Karakteristik kedua dari Statuta Roma adalah menganut asas 
komplementaritas39, yaitu bahwa Mahkamah Pidana Internasional 
                                                           
38 Jerry Fowler, 2005, Mahkamah Pidana Internasional Keadilan Bagi Generasi Mendatang. 
http;//legalitas.org diakses  pada 7 September 2011 pada pukul  21:00:05 WITA  
39
  Preamble Alinea Kesepuluh, Emphasizing That Internasional Criminal Court Esthabilished 
Under This Statute Shall Be Complementary To National Criminil Jurisdiction.  
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merupakan pelengkap dari yurisdiksi pengadilan nasional, bukan 
perpanjangan dari yurisdiksi pengadilan nasional. Asas komplementaritas 
dianggap sebagai lembaga supra nasional yang bertentangan atau 
menyimpang dari prinsip kedaulatan negara (state sovereign) yang 
merupakan pilar terpenting dalam hukum internasional terutama mengenai 
prinsip non intervensi terutama berkaitan dengan integritas teritorial dan 
persamaan terhadap negara.  
Dalam Statuta Roma tidak diatur secara normatif ketentuan 
mengenai penghormatan atas kedaulatan negara sebagaimana lazimnya 
ditemukan dalam berbagai konvensi internasional. Beberapa prinsip 
komplementaritas ditegaskan bahwa penyelesaian kasus kejahatan 
sesuai Statuta Roma merupakan wewenang pengadilan nasional, jika 
pengadilan nasional terbukti tidak ada keinginan atau tidak memiliki 
kemampuan untuk menyelsaikan kasus tersebut, maka ICC dapat 
mengambil alih kasus tersebut dan diperiksa serta diadili di Den Haag. 
Merujuk kepada kedua prinsip tersebut fungsi dan peranan ICC, 
merupakan sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu kejahatan sesuai 
Statuta di suatu negara.  
Karakteristik ketiga ICC menganut asas legalitas dan tidak berlaku 
surut, dimana Statuta Roma diberlakukan untuk kasus kejahatan berat 
yang terjadi sesudah efektif berlaku yaitu juli 2002, kecuali untuk agresi 
yang akan diberlakukan terhitung bulan juni 2009. 
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Karakteristik keempat, Statuta Roma tidak secara khusus 
mengedepankan prinsip kedaulatan negara sebagaimana lazimnya setiap 
perjanjian internasional. Prinsip ini hanya diletakkan alinea 7. Penempatan 
prinsip ini tidak ada dalam batang tubuh Statuta Roma sangat tidak lazim 
karena menyimpang dari hukum internasional dan kebiasaan yang 
berkembang dalam praktek hubungan internasional dimana negara diakui 
sebagai subjek hukum selain dari organisasi internasional.  
Karakteristik kelima, Statuta Roma menganut asas 
pertanggungjawaban pidana perorangan40. Secara jelas dengan kalimat 
mandatory obligation melarang negara mengambil alih tanggung jawab 
dari perorangan yang diduga kuat atau telah terbukti telah melakukan 
pelanggaran kejahatan berat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana 
Internasional.  
Berkaitan dengan pertanggungjawaban perorangan Statuta Roma 
menganut prinsip non impunity, prinsip non impunity mengandung 
konsekuensi logis penyelidikan kasus pelanggaran Statuta harus 
menjangkau kepala negara atau petinggi militer dan pemerintahan di 
negara yang bersangkutan, sehingga ICC memerlukan kerjasama dari 
negara yang tersebut untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan 
terhadap yang bersangkutan. Dalam prinsipnya tentu prinsip ini akan 
berbenturan dengan hak imunitas pelaku yang memiliki jabatan publik 
seperti Kepala Negara Sudan, Omar Al-Bashir 
                                                           
40  Supra Note, 18 
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Isu politis yang sentral dibahas dalam komunitas internasional 
bagaimana ICC dapat memulai penyelidikan terhadap adanya sesuatu 
keaadan tertentu individu melakukan kejahatan sesuai Statuta Roma. Ada 
kesepakatan yang meluas bahwa negara pihaklah yang seharusnya dapat 
merujuk suatu keadaan tertentu kepada mahkamah. Akan tetapi, Statuta 
Roma mengijinkan Dewan Keamanan PBB merujuk atau memulai sebuah 
keadaan dimana satu kejahatan atau lebih telah tampak dilakukan kepada 
ICC. Dewan Keamanan juga mempunyai wewenang untuk menunda 
penyelidikan atau penuntutan sampai selama dua belas bulan dan dapat 
diperbaharui kembali ( pasal 16 ). 
Statuta Roma juga mengijinkan jaksa penuntut untuk menginisiasi 
sebuah penyelidikan atas mosinya sendiri. Atas inisiasi Jaksa Penuntut  
ICC Presiden Sudan Omar Al-Bashir dikeluarka surat perintah 
penangkapan. Akan tetapi Satuta Roma sangat membatasi hak propio 
motu Jaksa Penuntut. Sebelum seseorang penuntut memulai inisiatifnya, 
ia harus meyakinkan terlebih dahulu dewan Hakim bahwa ada dasar yang 
masuk akal untuk memulai suatu penyelidikan, dan bahwa kasus ini 
tampak masuk ke dalam yurisdiksi mahkamah (pasal 15 ayat 4).  
Jaksa penuntut juga harus menghormati penyelidikan otoritas 
nasional kecuali jika dewan hakim memutuskan bahwa otoritas yang ada 
benar-benar tidak berniat dan  tidak mampu melakukan penyelidikan dan 
penuntutan (pasal 17 dan 18). Tambahan lainya Mahkamah dan Jaksa 
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Penuntut harus menunda proses sampai masa 12 bulan dan bisa 
diperpanjang, jika Dewan Keamanan PBB memintanya ( pasal 16 ).  
D.   Pertanggung Jawaban Pidana 
Berkaitan dengan pertumbuhan hukum pidana internasional, 
sejarah perkembangan hukum internasional telah mencatat  satu peristiwa 
penting dan merupakan tonggak sejarah perkembangan yang lebih pesat 
akan keberadaan hukum pidana internasional. Peristiwa ini adalah proses 
dari para penjahat Perang Dunia II yang dikenal sebagai Nuremberg 
Trial(1946).  
Dipandang dari sudut hukum internasional dan dari sudut hukum 
pidana nasional, proses peradilan Nuremberg memiliki arti penting. 
Pendapat Pengadilan Nuremberg mengenai penuntutan dan penjatuhan 
pidana terhadap perorangan, dituliskan sebagai berikut:41 
(“Crimes against international law are committed by men, not by 
abstract entities and only by punishing individuals who commit such 
crimes can the provisions of international law be enforced.”) 
(Dan Peradilan Nuremberg pun menegaskan bahwa sudah lama 
diakui bahwa hukum internasional meletakkan kewajiban dan 
tanggung jawab terhadap perorangan dan negara.)  
 
Dengan adanya putusan dari Nuremberg Trial yang mengatakan 
kejahatan perang hanya dapat dilakukan individu, dan bukan oleh suatu 
kesatuan seperti negara, maka pertanggunjawaban pidana dimana 
individu sebagai subjek hukum internasional dapat dituntut dan diadili 
                                                           
41 Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional I, Sinar Grafika, Jakarta, hal 60. 
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sesuai kejahatan yang dilakukannya42. Dalam Kejahatan Kemanusian 
seperti Genosida dan kejahatan perang dikenal pertanggungjawaban 
superior dan komando disamping pertanggungjawaban individu jika 
terlibat langsung dalam kejahatan tersebut. 
D.1.  Tanggung Jawab Superior 
Tanggung jawab superior berkembang dari doktrin tanggung jawab 
komando dimana atasan atau pengusa sipil dapat bertanggungjawab 
karena memiliki wewenang atau perintah kepada pejabat militer untuk 
melakukan suatu tindakan untuk menghentikan suatu kejahatan 
kemanusiaan yang dilakukan militernya. Presiden Omar Al-Bashir sebagai 
Presiden Sudan dari kalangan sipil bertanggung jawab atas kejahatan 
kemanusiaan yang dilakukan militernya di wilayah Sudan Selatan seperti 
yang didakwakan ICC43. 
D.2.  Tanggung Jawab Komando 
Seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban komando atas 
tindakan yangdilakukan oleh orang lain apabila memenuhi dua elemen, 
yaitu: pengetahuan dan gagal untuk mencegah. Akar dari doktrin ini dapat 
juga ditelusuri melalui sejarah kemiliteran dimana syarat untuk 
menempatkan tanggung jawab yang paling besar ada di tangan 
komandan militer. Misalnya, seorang komandan militer yang profesional 
                                                           
42 Alma Manuputy dkk, 2008, Hukum Internasional, Rektor dan Penerbitan Universitas 
Hasanuddin, Bogor, hal 85.  
43 Www.icc-cpi.int, Loc.Cit  diakses pada 30 november 2011 
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harus selalu menjalankan fungsi pengendalian terhadap anak buahnya, 
mengarahkan, memberi petunjuk mengenai pelaksanaan tugas-tugas 
yang berbahaya, mengawasi pelaksanaan tugas hingga selesai, dan 
mengambil tindakan disiplin apabila ada anak buahnya tidak atau lalai 
menyelesaikan tugasnya.  
Doktrin inikemudian menjadi dasar hukum bagi komandan militer 
atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau pemegang 
kekuasaan komando lainnya untuk bertanggung jawab secara pidana atas 
kelalaian atau kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian terhadap 
anak  buahnya sehingga terjadi kejahatan Internasional. Kegagalan 
bertindak  ini dikatakan sebagai tindakan pembiaran sehingga komandan 
harus bertanggung jawab.  
Bentuk tanggung jawab komando ini berbeda dengan bentuk 
pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakankepada 
komandan atau atasan apabila ia ikut merencanakan, menghasut, 
memerintahkan, membantu, melakukan, dan turut serta melakukan 
kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu tindakan seperti 
tersebut di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan 
dan statusnya disamakan dengan pelaku langsung. Selanjutnya, dalam 
konteks hukum perang atau hukum sengketa bersenjata, doktrin 
tanggungjawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan 
militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit 
bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya. Jadi, 
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tanggung jawab komando yang diatur dalam hukum perang berkaitan 
dengan tanggungjawab pidana seorang komandan.  






















A. Lokasi Penelitian Dan Nara Sumber Penelitian 
Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik telaah 
pustaka (Library Search) yaitu mengumpulkan data literature-literatur yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu penulis akan 
mengunjungi beberapa tempat sebagai lokasi penelitian, yaitu: 
1) Perpustakaan Pusat Universitas Hasdanuddin, di Makassar 
2)  Perpustakaan wilayah Makassar, di Makassar 
3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik 
pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-
artikel dari internet serta dokumen-dokumen, yang ada hubunganya 
dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Penelitian kepustakaan (Library search) yaitu penelitian dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data dan literature-literatur yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan 
metode deduksi logis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian 
disajikan secara deskriktif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan 




















A. Gambaran Umum Konflik Sudan  
Republik Sudan adalah sebuah negara yang terletak di sebelah 
timur Afrika dan merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di 
benua Afrika. Sudan terdiri dari 26 provinsi, dengan jumlah penduduk 
39.154.440 jiwa, berdasarkan sensus tahun 2008. Sejarah Sudan 
mencatat, kemerdekaan Sudan diberikan oleh Inggris pada 1956. Saat itu 
Mesir sendiri berada dibawah imperium Inggris. Inggris secara langsung 
menduduki Darfur pada 1916.44 Ketidakadilan pemberian bantuan 
terhadap daerah pedalaman telah membuat munculnya kesenjangan 
rakyat Sudan secara keseluruhan.  
Gambar 1 
Peta Wilayah Sudan 
 
                                                           
44 CIA fact book: Sudan Country profile. http://www.cia.gov/library/publications/the-world-




Penjajah Inggris lalu membuat kebijakan dengan membagi Sudan 
menjadi dua, utara dan selatan. Sudan utara dikembangkan dan diisolasi 
dari Sudan wilayah selatan. Mereka melarang penduduk wilayah utara 
untuk masuk ke selatan. Diselatan  mereka mencegah penyebaran Islam 
dan tradisi Islam dan memperkenalkan misionaris Kristen. Inggris pun 
membangun kesadaran identitas penduduk wilayah Sudan selatan, bahwa 
mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara). Tidak 
hanya itu, Inggris pun membangun pola pemerintahan tradisional di 
bawah pimpinan para syaikh di Utara dan pemimpin suku di Selatan yang 
memberikan andil terhadap lemahnya system pemerintahan Sudan di 
kemudian hari. 
Mirip dengan konflik yang lain, masalah kemiskinan, perebutan 
bahan ekonomi menjadi faktor yang menonjol dalam konflik sekarang ini. 
Hal ini memang jika dilihat sudah sejak awal Inggris telah mengkotak-
kotakkan Sudan kedalam dua bagian yang memiliki perbedaan dasar. Hal 
inilah yang memicu konflik kedua daerah tersebut terbukti setelah 
kemerdekaan, Sudan harus menghadapi perang sipil yang pertama pada 
tahun 1970, namun bisa diatasi oleh pemerintah. Tahun 1983 perang 
kembali pecah yang berakhir tahun 2003.45 
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Selain konflik utara dan selatan satu konflik lagi terjadi di Sudan 
yaitu konflik Darfur. Konflik Darfur terjadi sejak Februari 2003 oleh 2 
kelompok bersenjata yang disebut “Sudan Liberation Army” (SLA) dan 
“Justice and Equality Movement” (JEM). Pada Januari 2004 sumber PBB 
melaporkan bahwa sekitar 85% dari 900.000 orang yang terkena konflik 
Darfur tidak dapat mengakses bantuan kemanusiaan, pada bulan April 
PBB melaporkan sekitar 300.000 orang tewas dalam konflik tersebut.46 
Dalam konflik Sudan terdapat beberapa jenis tindakan pembantaian 
yang dapat dijelaskan sebagai tindakan criminal di Sudan yang meliputi : 
pembersihan etnik, pergerakan kekuatan militer, pemindahan penduduk 
serta penyerangan terhadap penduduk. Kejahatan lainya sepertii 
perampokan, pemerkosaan wanita dan anak-anak dibawah umur serta 
pembakaran rumah penduduk. Karena konflik yang terus berlangsung dan 
korban semakin banyak berjatuhan maka ICC mengambil tindakan setelah 
adanya referensi dari Dewan Keamanan PBB. 
Tindakan yang diambil ICC dalam penyelesaian konflik Sudan 
terhitung sejak dikeluarkannya surat penangkapan terhadap Presiden 
Sudan, Omar Al-Bashir masalah Sudan belum terselesaikan. Pihak yang 
di dakwa melakukan kejahataan kemanusiaan di Sudan sampai saat ini 
belum tertangkap. Ini dikarenakan ICC tidak mempunya yurisdiksii 
terhadap negara yang bukan peratifikasi Statuta Roma, Sudan termasuk 
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negara bukan Anggota peratifikasi. Kegagalan ICC dalam menyelesaikan 
konflik tersebut karena adanya konflik kepentingan. Hingga saat Ini 
setelah referendum Sudan selatan ICC belum mampu mengadili Omar Al-
Bashir. 
B. Sejarah Pembentukan Pengadilan ICC 
 
Penyusunan Satatuta ICC telah melalui sejarah perjalanan yang 
panjang, dirintis sejak tahun 1950 oleh Komisi Hukum Internasional yang 
telah diberi mandat oleh Majelis Umum PBB. Ide tentang suatu mahkamah 
kejahatan internasional permanen itu sendiri terus bergulir semenjak 
Perang Dunia II, walaupun gagasan ini sempat beku mengikuti Perang 
Dingin yang melingkupi antara blok barat dan blok timur. Sebenarnya ide 
tersebut pernah pernah muncul kembali pada siding Majelis Umum PBB 
pada tahun 1989.  
Diusulkan oleh Trinidad, terkait dengan meningkatnya lalu lintas 
perdagangan narkoba khususnya di kawasan Karibia, proposal tersebut 
sempat tidak terlalu diperhatikan hingga akhirnya terjadi prtumpahan 
darah di daerah Balkan. Pada tahun 1994, Komisi Hukum Internasional 
telah berhasil menyelesaikan draft Satuta pertama.  
Selanjutnya dibentuk suatu panitia persiapan yang berkaitan 
dengan mahkamah kejahatan internasional permanen berdasarkan siding 
Majelis Umum PBB, yaitu Un Prepatory Comitte on the Estblishment of 
International Criminal Court (prepcom) dengan mandate merancang “ a 
widely acceptable consolidated text of a convention, to be submitted to a 
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diplomatic conference of a plenipotentiaries,”.47 Pada tahun 1996, Komisi 
Hukum Internasional telah berhasil menyepakati draft final mengenai, 
“Code of Crimes Againts the Peace and Security of mankind”.  
Kedua draft kode tersebut merupakan karya ahli hukum 
internasional yang sangat monumental di dalam mempersiapkan Statuta 
ICC. Sejalan dengan resolusi siding Majelis Umum PBB tahun 1996 dan 
1997, telah diselenggarakan konferensi diplomatik mengenai 
pembentukan ICC di Roma pada tanggal 15 juni 1998 sampai dengan 
tanggal 17 juli 1998 yang berlaku efektif sejak tahun 2002,  sampai saat ini 
telah terdapat 120 negara penandatangan,  dan 104 negara peratifikasi,  
diantaranya termasuk   Timor Leste 6 September 2002. Perlu diketahui 
pada saar adopsi Statuta Roma, 120 negara peserta setuju mengadopsi 
Statuta Roma, 7 peserta menolak dan 21 negara menyatakan abstain. 
Walaupun anggota tetap DK PBB seperti Amerika, Rusia, China 
belum meratifikasi Statuta Roma, ini tidak berarti kehadiran ICC dalam 
dunia internasional akan mengundang suatu permasalahan. Justru hal inii 
semakin menunjukkan adanya upaya penghormatan dan pemajuan 
terhadap hak-hak asasi manusia dan perdamaian dunia dari kebanyakan 
negara-negara di dunia. Berdasarkan Statuta Roma, ICC merupakan 
penagadilan permanen yang akan menyidik dan mengadili individu-
individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter 
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50 
 
dan HAM, yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, 
genosida dan kejahatan agresi.48  
Tentunya hal ini butuh kerjasama nasional dan internasiona; dalam 
penegakkanya. Sifat permanen dari pengadilan ini salah satunya adalah 
untuk menghapus praktek impunitas yang terjadi, terutama selama perang 
dinigin. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa selama perang dingin, 
pelaku kejahatan internasional dan pelanggar HAM berat sering 
diuntungkan dengan karasteristik kondisi politik perang dingin yang sering 
menenggelamkan isu-isu demokrasi dan HAM. Ketika perang dingin 
berakhir, beban negara untuk menggalang mitra ideologis selama perang 
berlangsung berangsur-angsur menghilang sehingga menciptakan ruang 
untuk diperhatikanya aspek HAM. 
 Melihat subtansi yang termuat dalam Preamble Statuta Roma, 
secara jelas tampak bahwa pembentukan ICC sebenarnya memiliki latar 
belakang ideal yang sama dengan pembentukan mahkamah kejahatan 
internasional ad hoc yang sebelumnya. Pembentukan ICC dapat 
dipandang sebagai gagasan anti impunitas yang memiliki  dimensi 
keadilan retributive dan pencegahan kejahatan, Hal ini senada dengan 
pendapat LaFave, yang dikutip oleh Ari Siswanto, tengtang lima fungsi 
hukum pidana yaitu49 : 
1. Retribution, yang mengandung arti bahwa hukum pidana 
dipergunakan untuk memberikan balasan dan penderitaan yang 
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49  LaFave dalam Ari Siswanto, op. cit  hal 14 
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setimpal bagi pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip an eye 
for an eye. 
2. Detterence, yang berarti mencegah orang lain atau pelaku untuk 
melakukan tindak pidana lagi. 
3. Demunciation, yakni menegaskan bahwa tindak pidana yang 
telah dilakukan oleh pelakunnya adalah tindakan salah. 
4. Incapacitation, melalui lembaga penahanan supaya pelaku tidak 
mampu lagi melakukan tindak pidana. 
5. Rehabilitation, memperbaiki pelaku tindak pidana. 
Melihat kans yang ada, memang perlu waktu untuk mekanisme 
penegakan hukum internasional. Terlebih lagi terkadang proses-proses 
dalam hubungan internasional lebih menekankan aspek politik. 
Merupakan sebuah jaminan bahwa ICC pun akan menjadi bahan 
tertawaan masyarakat internasional ketika tidak mampu menjaring pelaku 
kejahatan internasional dari negara adidaya. Kebutuhan utama dalam 
penegakan ini adalah kerjasama internasional antara negara dunia untuk 
menjungjung tinggi ICC sehingga dengan sendirinya hukum akan 
memberikan keamanan dan perdamaian dunia, seperti cita-cita dalam 
piagam PBB. 
C. Status Hukum ICC 
Pasal 1 Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa ICC ” shall be a 
permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction 
over persons for the most serious crimes of international concern. And 
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shall be complentary to national criminal jurisdictions. “ Berdasarkan 
ketentuan tersebut, terlihat bahwa ICC merupakan mahkamah permanen 
yang ditunjukkan untuk mejadi institusi yang berdiri dalam jangka panjang. 
Konsekuensinya adalah permasalahan mengenai status hukum dari ICC 
menjadi hal yang krusial. Hal ini selain menyangkut performa ICC dalam 
hubungan internasional, tentunya juga mengenai sejauh mana 
pelaksanaan fungsi dan serta pencapaian tujuan ICC itu sendiri. Secara 
umum hal ini akan dikaitkan dengan setidaknya dua aspek yang saling 
berkaitan, yaitu legal personality dan legal capacity. Personalitas hukum 
menyangkut kualitas suatu organisasi selaku subjek hukum internasional 
sedangkan kapasitas hukum terkait dengan kemampuan organisasi 
internasional melakukan tindakan hukum. 
C.1 Personalitas Hukum 
Sebagai Institusi internasional, ICC memiliki international legal 
personality. Hukum internasional menempatkan International Legal 
Personality  sebagai status yang memungkinkan suatu entitas dianggap 
sebagai subjek hukum internasional tersendiri yang dapat memiliki hak 
dan sekaligus dibebani kewajiban berdasarkan norma hukum 
internasional,50 atau seperti istilah menurut Harris, di dalam “personality” 
terkandung makna bahwa suatu entitas merupakan “legal actor”.51 
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51 Harris, op.cit, hal 101 
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Gagasan mengenai personalitas hukum telah digambarkan dengan 
baik dalam peryataan Mahkamah Internasional tentang organisasi 
internasional khususnya PBB, Mahkamah internasional tersebut 
menyatakan: 
The court stresses, further,the important political tasks of the 
organization: the maintenance of international peace and security. 
Accordinly the court concludes that the organization possessing as it does 
right and obligations, has at the same time a large a measure of 
international personality and the capacity to oprate upon an international 
plane.52 
 
Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki Yurisdiksi terhadap 
warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi sebagai 
berikut :53 
a. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB 
kepada ICC.54 
b. Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan 
kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta 
Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC 
berkaitan dengan kejahatan tersebut. 
c. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk 
melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan 
tertentu. 
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Pelanggaran hukum internasional ICC terhadap non state parties 
menurut Madelinne Morris,55 adalah bahwa ICC akan bertindak secara 
tidak sah jika melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara dari non 
state parties akan bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan 
internasional tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-
kasus menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak 
memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan. 
Kasus ini seperti yang terjadi di pemerintahan Sudan dimana 
Presiden Omar Al-Bashir yang didakwa melakukan kejahatan 
kemanusiaan. Omar Al-Bashir melakukan kebijakannya untuk menumpas 
pemberontak di wilayah Darfur. Akan tetapi, oleh ICC didakwa melakukan 
kejahatan kemanusiaan dengan tuduhan melakukan pembersihan etnik 
afrika yang ad di Sudan Selatan yang telah diduduki pemberontak JEM. 
Menanggapi apa yang dikemukakan Morris, para pakar hukum 
internasional mengemukakan bahwa negara pihak Statuta Roma 1998 
memiliki yurisdiksi territorial terhadap segala kejahatan  yang terjadi di 
wilayah atau teritorialnya.Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan darii 
negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun non state 
parties. 
 Apabila kejahatan  yang dilakukan masuk kategori internasionall 
crime maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum 
                                                           
55 Madeline . Morris, “High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party 
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internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa 
memperhatikan nasionalitas pelaku maupun tempat dilakukannya 
kejahatan tersebut. Manakala suatu negara yang memilik yurisdiksinya 
maka persetujuan dari negara asal pelaku kejahatan tidakklah 
disyaratkan.  
Kewenangan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan yang masuk 
kategori ruang lingkup yurisdiksinya merupakan pendelegasian dari 
negara pihak yang diwilayahnya terjadi kejahatan internasional dan 
negara tersebut tidak mampu atau tidak mau mengadili sendiri untuk 
kemudian menyerahkkan pelaku untuk diadili di ICC. Dengan demikian 
bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap individu yang 
diduga melakukan kejahatan kemanusiaan dari non state parties tidaklah 
melanggar hukum internasional. 
Satu argument yang dapat diajukan untuk mendukung yurisdiksi 
ICC atas warga non state parties bahwa pasal 27 Statuta Roma 1998 
mengatur tengtang tidak relevannya jabatan resmi menetapkan sebagai 
berikut : 
a. Statuta berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu 
perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan 
resmi sebagai seorang kepala negara atau pemerintahan 
anggota suatu pemerintahan atau parlemen tidak 
mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana dibawah 
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Statuta. Demikian pula dalam hal mengenai dirinnya sendiri 
tidak merupakan suatu alasan mengurangi hukuman. 
b. Kekebalan dari aturan procedural khusus yang mungkin terkait 
dengan jabatan resmi dari seseorang baik dibawah hukum 
nasional atau internasional tidak menghalangi ICC untuk 
melaksanakan yurisdiksinnya atas orang tersebut. 
Pasal diatas tidak membedakan antara imunitas personal dan 
imunitas ratione matriae. Sebaliknya pasal 27 Statuta Roma 1998 
merekomendasikan bahwa pejabat negara akan bertanggung jawab 
terhadap segala tindakan yang dilakukannya atas nama negara, pejabat 
negara disini termasuk pejabat yang menikmati imunitas personal. 
Disamping pasal 27 pasal yang juga erat kaitannya dengan pasal ini 
adalah pasal 2856 yang secara rinci menetapkan bahwa seorang atasan 
baik militer maupun sipil bertanggung jawab secara pidana ketika terjadi 
kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang dilakukan anak buahnnya. 
Pasal ini bertujuan untuk dapat menghukum the most responsible 
person, walaupun orang tersebut memiliki posisi sebagai pemegang 
kekuasaan yang seringkali sulit terjangkau hukum. Pasal 28 dimaksudkan 
untuk menghapuskan praktek impunitas. Secara umum impunitas 
dipahami sebagai tindakan yang mengabaikan penegakan hukum 
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terhadap pelaku kejahatan atau dalam kepustakaan umum sering 
diartikan sebagai absence of punishment.  
Dalam perkembangan istilah impunity digunakan hamper secara 
eksklusif dalam konteks hukum, untuk menandakan suatu proses  dimana 
sejumlah individu luput dari berbagai bentuk pennghukuman terhadap 
berbagai tindakan illegal maupun kriminal yang pernah mereka lakukan. 
Demikianlah pasal 27 dan 28 Statuta Roma memperkuat dukungan 
yurisdiksi ICC terhadap warga negara non state parties karena terhadap 
kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC tersebut berlaku 
yurisdiksi universal. Imunitas tidaklah relevan bagi siapapun, dari negara 
manapun, termasuk dari negara non state parties dan dalam kapaitas 
jabatan apapun. Ketidakrelevanan imunitas terhadap pelaku kejahatan 
internasional sebenarnya telah ditegaskan dalam beberapa instrument  
hukum internasional sebelumnya seperti pasal 227 Treaty Versailles yang 
menyatakan bahwa; 
In the hierarchy of person in authority, there is no reason why rank, 
however exalted, should in any circumstances protect the holder of in 
responsibility when that responsibility has been established before a 
properly constituted tribunal, this extends even to the case of heads of 
state. 
C.2 Kapasitas Hukum ICC 
Hakikat dari internasional legal personality adalah kapasitas untuk 
memiliki hak dan  kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kapasitas 
hukum akan memberikan suatu organisasi internasional kewenangan-
kewenangan melakukan tindakan hukum antara lain mencakup tindakan 
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hukum untuk melakukan perjanjian, mendapat dan memindahkan barang 
serta melakukan proses hukum.57 
D. Yurisdiksi ICC 
Yurisdiksi pada dasarnya adalah suatu bentuk kewenangan yang 
dimiliki oleh pengadilan, yang memberikan kekuasaan kepada pengadilan 
itu untuk memeriksa kasus, menerapkan hukum, serta mengambil 
keputusan. Black’s Law Dictionary mendefinisikan yurisdiksi sebagai 
sebagai berikut: 
The power of The Court to decide a matter in controversy and 
presupposes the existence of a dully constituted court with control over the 
subject matter and the parties. It defines the powers of courts to inquire 
into facts, apply the law, make decisions, and declare judgement. It exists 
when court has cognizance of class of cases involved, proper parties are 
present, and point to decided is within powers of court.58 
 
Yurisdiksi ICC terbatas pada empat hal, yaitu wilayah, waktu, 
materi perkara serta person. 
D.1. Yurisdiksi Teritorial 
Secara umum, Statuta Roma menegaskan bahwa ICC bisa 
menjalankan fungsi dan kewenanganya di wilayah negara pihak dalam 
Statuta Roma. Namun ICC dapat menjalankan kewenanganya di wilayah 
negara bukan pihak asalkan adanya perjanjian khusus itu. Statuta Roma 
juga mengatur bahwa yurisdiksi teritorial ICC tergantung pada inisiatif 
pengajuan kasus ke ICC. Apabila suatu kasus diajukan ke penuntut ICC 
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oleh negara pihak atau diselidiki atas inisiatif sendiri penuntut umum ICC, 
maka negara tempat terjadinya kejahatan ataupun negara dari 
kewarganegaraan pelaku haruslah negara dalam pihak Statuta Roma.59 
Sementara itu, apabila suatu kasus diajukan kepada penuntut 
umum ICC oleh DK PBB dalam rangka pengambilan tindakan 
berdasarkan  Bab  VII Piagam PBB, Statuta Roma tidak menegaskan 
aspek teritorialitas tempat terjadinya pelanggaran maupun aspek 
nasionalitas pelaku kejahatan, seperti yang dialami Presiden Sudan Omar 
Al-Bashir.    
Statuta  Roma juga menyiratkan bahwa negara bukan pihak dalam 
Statuta Roma dapat memiliki posisi yang sama dengan negara pihak, 
sepanjang negara itu menyatakan suatu deklarasi bahwa negara tersebut 
tunduk pada yurisdiksi ICC. 
D.2. Yurisdiksi Rationae Temporis  
Salah satu prinsip dalam hukum yang menyangkut asas legalitas 
adalah “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.” Prinsip inii 
menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap melakukan tindak 
pidana dan dijatuhi pidana apabila sebelumnya tidak ada kriminalisasi 
formal terhadap tindakan yang dilakukanya tersebut, dalam bahasa lainya 
adalah seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan suatu tindak 
pidana apabila pada saat terjadinya tindakan tersebut belumlah suatu 
tindakan pidana. 
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Pasal 11 Statuta Roma mengakomodir prinsip ini dengan tidak 
adanya upaya penerapan asas retroaktiv dalam ICC. Statuta Roma 
menerangkan bahwa yurisdiksi ICC hanya terhadap kejahatan yang 
dilakukan setelah Statuta Roma berlaku.60 Menurut pasal 126 Statuta 
Roma, Statuta akan mulai berlaku dua bulan setelah penyimpanan 
ratifikasi yang ke 60. 
 Sehingga jika melihat fakta bahwa ratifikasi yak e 60 terjadi pada 
tanggal 11 April 2002, maka Statuta Roma mulai berlaku pada 1 Juli 2002. 
Ketentuan lain mengenai asas legalitas ini dapat ditemukan dalam pasal 
23 dan 24 (1) Statuta Roma. Pasal 23 menyatakan “A person convicted 
bye the court maybe punished only accorded with this statuta.”  
Sedangkan pasal 24 mengatur bahwa tidak seorangpun dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan statuta atas 
perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya statuta. 
D.3. Yurisdiksi Rationae Personae 
Yurisdiksi ini menerangkan tengtang terhadap siapa saja suatu 
pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili. Hal ini ditegaskan 
dalam Statuta Roma bahwa yurisdiksi ICC mengikat terhadap orang 
(natural person). Penegasan ini juga melengkapi ketentuan bahwa orang 
yang melakukan kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC harus 
mempertanggungjawabkan secara individu.61 
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Penegasan terhadap pertanggungjawaban individu tersebut 
dijelaskan bahwa walaupun posisi pelaku, baik sebagai kepala negara 
atau kepala pemerintahan maupun sebagai pejabat pemerintah tidak 
membebaskan pelaku tersebut dari tanggung jawab pidana dan tidak pula 
meringankan pidana yang dijatuhkan.62 Selain itu seorang atasan tidak 
akan luput dari tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan 
bawahanya jika63: 
a. Ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahanya 
akan atau telah melakukan tindak pidana  
b. dan ia gagal mengambil tindakan yang diperlukan guna 
mencegah tindak pidana itu untuk menghukum pelakunya. 
Kenyataan bahwa seseorang melakukan perintah atasan (superior 
order) juga tidak membebaskan orang itu dari pertanggungjawaban 
pidana, walau dapat dijadikan alasan peringanan pidana. 
Tanggung jawab individu juga dinyatakan secara eksplisit dalam 
Statuta Roma.64 Posisi pelaku juga tidak menghapus atau meringankan 
pertanggung jawaban piadanan seseorang.65 Seorang komandan yang 
dalam hal ini bawahanya melakukan perbuatan pidana bernasib sama 
untuk dimintai pertanggungjawabanya. Perintah atasan juga bukan suatu 
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upaya yang dapat melepaskan diri yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang 
dilakukan.66 
D.4. Yurisdiksi Rationae Materiae 
Yurisdiksi terakhir dalam ICC adalah menyangkut materi dan jenis-
jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma. Kejahatan – kejahatan 
teersebut diatur dalam pasal 5 hingga pasal 8 Statuta Roma, yaitu: 
a. Genosida 
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan 
c. Kejahatan perang 
d. Kejahatan agresi 
 
Kualifikasi kejahatan genosida dalam Statuta Roma pada dasarnya 
tidak berbeda dari Statuta ICTY dan ICTR. Sedangkan kualifikasi 
kejahatan terhadap kemanusiaan secara prinsip sama dengan kualifikasi 
dalam Statuta ICTR, meskipun dalam Statuta Roma unsur-unsur 
kejahatan  tersebut dijabarkan lebih rinci. Pengertian kejahatan perang di 
dalam Statuta Roma mencakupi tindakan-tindakan berikut : 
1. Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949 
2. Serious violations of the laws and customs applicable in 
international armed conflict 
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3. Serious violations  of article common to the four Geneva 
Convetions of 1949 
4. Serious violations of the laws and customs applicable in armed 
conflicts of an international character. 
Sedangkan  mengenai kejahatan agresi, belum terdapat 
kesepakatan dari negara peserta konvensi mengenai definisinya dan cara-
cara untuk menerapkan yurisdiksi tersebut.67 Jadi berdasarkan Statuta 
Roma, hanya atas kejahatan-kejahatan tersebut di atas, seorang individu 
dapat diadili di dalam ICC. 
E. Yurisdiksi ICC Terhadap Warga Negara yang Berasal dari Non 
State Party 
Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap 
warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi 
sebagai berikut :68 
A. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB 
kepada ICC.69  
B. Dalam kasus warga negara dari non state parties melakukan 
kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta 
                                                           
67 Muladi,2004,International and internationalized Criminal Court dalam Rangka Ikut Serta 
Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional” vol 7 no 2 
68 Dapo Akande, 2003, “The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-
Parties: Legal Basis and Limits” dalam Journal of International Criminal Justice, 618, 2003, , 
December, 2003, hlm. 1 
69 Pasal 13 Statuta Roma 
64 
 
Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC 
berkaitan dengan kejahatan tersebut.70 
C. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk 
melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-
kejahatan tertentu.71 
 
Menurut Amerika Serikat pelaksanaan yurisdiksi ICC terhadap 
warga dari non state parties bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 
internasional.72 Prinsip hukum yang dimaksud antara lain adalah Pacta 
tertiis nec nosunt nec prosunt. Prinsip yang berasal dari Romawi ini telah 
menjadi hukum kebiasaan internasional dan telah dikodifikasikan dalam 
Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian internasional. Menurut prinsip 
yang tertuang dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969 ini suatu perjanjian 
tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga tanpa 
persetujuannya.  
Menanggapi keberatan yang di ajukan Amerika ini, M. Scharf 
mengemukakan bahwa sebenarnya tidak ada satu pasal pun dalam 
Statuta Roma yang membebani kewajiban pada pihak ketiga.73Yang 
terjadi adalah bahwa dengan pelaksanaan yurisdiksi ICC tersebut akan 
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mempengaruhi kepentingan non state parties. Tentu saja hal ini sangat 
berbeda dengan membebani atau menciptakan suatu kewajiban 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 Konvensi Wina 1969. 
Pelanggaran hukum internasional kedua oleh ICC terhadap non state 
parties menurut Madeline Morris74 adalah bahwa ICC akan bertindak 
secara tidak sah jika melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara 
dari non state parties yang sedang melaksanakan tugas resmi atau policy 
dari negaranya. Lebih lanjut Morris juga mengemukakan bahwa pelaksaan 
yurisdiksi ICC terhadap warga negara dari non state parties akan 
bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan internasional tidak dapat 
melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus menyangkut hak atau 
tanggung jawab pihak ketiga yang tidak memberikan persetujuan terhadap 
masalah pokok perselisihan75 
Pelanggaran hukum internasional kedua oleh ICC terhadap non 
state parties menurut Madeline Morris30 adalah bahwa ICC akan 
bertindak secara tidak sah jika melaksanakan yurisdiksinya terhadap 
warga negara dari non state parties yang sedang melaksanakan tugas 
resmi atau policy dari negaranya. Lebih lanjut Morris juga mengemukakan 
bahwa pelaksaan yurisdiksi ICC terhadap warga negara dari non state 
parties akan bertentangan dengan prinsip bahwa pengadilan internasional 
tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus 
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menyangkut hak atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak 
memberikan persetujuan terhadap masalah pokok perselisihan. 
Menanggapi apa yang dikemukakan Morris, para pakar hukum 
internasional mengemukakan bahwa negara pihak Statuta Roma 1998 
memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di 
wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari 
negara manapun baik negara pihak Stauta Roma maupun bukan (non 
state parties). Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori 
international crime maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal 
dalam hukum internasional semua negara memiliki yurisdiksi terhadap 
pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas si pelaku maupun tempat 
dilakukannya kejahatan tersebut. 
Manakala suatu negara yang memiliki yurisdiski berkehendak 
melaksanakan yurisdiksinya maka persetujuan dari negara asal pelaku 
kejahatan tidaklah disyaratkan. Kewenangan ICC untuk mengadili pelaku 
kejahatan yang masuk kategori ruang lingkup yurisdiksinya merupakan 
pendelegasian dari negara pihak yang di wilayahnya terjadi kejahatan 
internasional dan negara tersebut tidak mampu atau tidak mau mengadili 
sendiri untuk kemudian menyerahkan pelaku untuk diadili di depan ICC. 
Dalam praktek hukum internasional ketika suatu negara akan 
mengekstradisikan pelaku kejahatan ke negara yang memintanya tidaklah 
disyaratkan adanya persetujuan dari negara asal si pelaku terlebih dahulu. 
Satu argumen lagi yang dapat diajukan untuk mendukung yurisdiski 
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ICC atas warga non state party adalah bahwa Pasal 27 Statuta Roma 
1998 mengatur tentang tidak relevannya jabatan resmi menetapkan 
sebagai berikut: 
A. Statuta berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu 
perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi 
sebagai seorang kepala negara atau pemerintahan anggota suatu 
pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah 
dalam hal apapun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung 
jawab pidana di bawah statuta. Demikian pula dalam hal mengenai 
dirinya sendiri tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi 
hukuman. 
B. Kekebalan atau peraturan procedural khusus yang mungkin terkait 
dengan jabatan resmi dari seseorang baik di bawah hukum 
nasional atau internasional tidak menghalangi mahkamah untuk 
melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut. 
Pasal di atas tidak membedakan antara imunitas personal dengan 
immunity ratione materiae. Sebaliknya Pasal 27 Statuta Roma 1998 
merekomendasikan bahwa pejabat negara akan bertanggungjawab 
terhadap segala tindakan yang dilakukannya atas nama negara , pejabat 
negara di sini termasuk pejabat yang menikmati personal imunitas. Dii 
samping Pasal 27 pasal yang juga erat kaitannya dengan masalah inii 
adalah Pasal 28  yang secara rinci menetapkan bahwa “Responsibility of 
commanders and other superiors In addition to other grounds of criminal 
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responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the 
Court”. 
Baik militer maupun sipil harus bertanggungjawab secara pidana 
ketika terjadi kejahatan dalam yurisdiksi ICC yang dilakukan anak 
buahnya. Pasal ini bertujuan untuk dapat menghukum the most 
responsible person, walaupun orang tersebut memiliki posisi sebagai 
pemegang kekuasaan yang seringkali sulit terjangkau hukum seperti 
kasus dakwaan terhadap Omar Al-Bashir selaku Presiden aktif Sudan. 
Pasal 28 dimaksudkan untuk menghapuskan praktek impunitas. 
Secara umum impunitas dipahami sebagai tindakan yang mengabaikan 
penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau dalam kepustakaan 
umum seringkali diartikan sebagai absence of punishment. Dalam 
perkembangannya istilah impunity digunakan hampir secara eksklusif 
dalam konteks hukum, untuk menandakan suatu proses dimana sejumlah 
individu luput dari berbagai bentuk penghukuman terhadap berbagai 
tindakan illegal maupun kriminal yang pernah mereka lakukan.76 
Demikianlah Pasal 27 juga 28 Statuta Roma 1998 memperkuat 
dukungan yurisdiksi ICC terhadap warga dari non state party karena 
terhadap kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC tersebut 
berlakulah yurisdiski universal. Imunitas tidaklah relevan bagi siapapun, 
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dari negara manapun, termasuk dari negara non state party dan dalam 
kapasitas atau jabatan apapun. Ketidakrelevanan imunitas terhadap 
pelaku kejahatan internaisonal sebenarnya telah ditegaskan dalam 
beberapa instrument hukum internaisonal sebelumnya seperti Pasal 227 
Treaty Versailles yang menyatakan bahwa; 
In the hierarchy of person in authority , there is no reason why rank, 
however exalted, should in any circumstances protect the holder of 
it from responsibility when that responsibility has been established 
before a properly constituted tribunal , This extends even to the 
case of heads of State. 
 
Berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap 
warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi 
sebagai berikut: 
A. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada 
ICC 
B. Dalam kasus Warga Negara dari non state parties melakukan 
kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma 
atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan 
kejahatan tersebut.77 
C. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk 
melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan 
tertentu negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi 
territorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau 
teritorialnya 
                                                           




Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun 
baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (non state parties). 
Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori international crime 
maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum 
internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan 
internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan 
nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, 
dan hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum international. 
F. Pengaruh Hak Imunitas Kepala Negara Terhadap Pelaksanaan 
Yurisdiksi ICC                                                                          
ICC merupakan sebuah pengadilan permanen yang didirikan 
dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan 
internasional.78 Tujuan ini selaras dengan pengakuan Statuta Roma yang 
menekankan bahwa pelanggaran terhadap kejahatan serius dapat 
menggoncang tatanan masyarakat internasional dan perlunya pemulihan 
keadaan dengan adanya penegakan terhadap keadilan, Keadilan ini 
sebelumnya bisa dikatakan sulit untuk dicapai karena kebanyakan pelaku 
kejahatan  internasional merupakan pejabat Negara di masing-masing 
negaranya. 
Hak imunitas yang melekat pada pejabat negara terutama kepala 
negara akan memberikan perlindugan hokum yang efektif terhadap 
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penikmat hak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pejabat negara dapat 
menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Kelancaran peran ini 
diharapkan akan membawa kesehjahtraan dan kebaikan kepada 
masyarakat dan Negara. Pengaturan hak imunitas dapat kita temukan 
dalam hukum internasional dan nasional. 
 Fakta ini merupakan bukti sejarah bahwa memang pengaturan 
tentang hak imunitas memiliki urgensi dalam praktek kenegaraan. Namun 
bukan berarti hal ini mutlak diemban oleh seorang kepala Negara. 
Walaupun hukum internasional mengakui adanya kekebalan hukum, 
pejabat negara yang melanggar hukum internasional tetap harus diproses 
sesuai hukum internasional karena dalam hukum internasional setiap 
individu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. 
Ketentuan inilah yang kemudian berkembang dalam praktek 
pengadilan internasional kontemporer. Preamble Statuta Roma dapat 
dijadikan acuan perkembangan tersebut yang memang kemudian menjadi 
salah satu latar belakang pembentukan ICC. Muladi sendiri mengatakan 
pada dasarnya latar belakang pembentukan ICCdapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu general spirit dan specific spirit.79 General spirit pembentukan 
ICC adalah semangat universal untuk mengamankan penghormatan 
terhadap HAM dan kebebasan dasar (human right and fundamental 
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freedom). Sedangkan specific spirit dapat diidentifikasikan dari berbagai 
semangat untuk merealisasikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menciptakan keadilan bagi semuanya (to achieve justice for all) 
2. Mengakhiri praktek “impunity”, yaitu sikap mengabaikan tanpa 
memberikan hukuman terhadap para pelaku pelanggaran berat 
HAM 
3. Membantu mengakhiri konflik 
4. Memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari berbagai 
pengadilan ad hoc yang pernah ada karena dipandang telah 
menerapkan apa yang dinamakan “selective justice” 
5. Mengambil alih perkara, apabila lembaga pengadilan nasional 
tidak mau atau tidak mampu memproses pelanggaran berat 
HAM 
6. Mencegah timbulnya kejadian serupa di masa akan dating. 
 
Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu tersebut, 
Statuta Roma menganut prinsip non-impunity sebagaimana ditegaskan di 
dalam Preamble Statuta Roma alinea kelima, “to put an end to impunity for 
the perpetrators of threes crimes” Alinea kelima ini merupakan 
konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, “that the 
most serious crimes of concern to the international community as a whole 
must not go unpunished”. Prinsip  “non-impunity” mengandung 
konsekuensi logis penyelidikan kasus pelanggaran berat HAM harus 
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sampai menjangkau “senior state officials” di negara yang bersangkutan 
sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan 
untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang 
bersangkutan.  
Implementasinya sudah tentu prinsip ini akan berbenturan dengan 
hak imunitas pelaku yang memiliki jabatan publik seperti Presiden Sudan 
Omar Al-Bashir. Prinsip “par in parem non habet imperium” (an equal has 
no power over an equal), dalam konteks imunitas  di Statuta Roma ini, 
juga tidak akan berlaku karena ICC yang memiliki dan berwenang 
melaksanakan yurisdiksi atas tindakan penangkapan dan penahanan 
tersebut (dalam konteks unwilling dan inability negara).80 Kaitan imunitas 
dengan kewenangan negara bersangkutan, penulis berpendapat 
bahwahal tersebut dapat kita rinci sebagai berikut : 
1. Kepala negara sebagai lambang kedaulatan Negara, 
berdasarkan  kekuasaan, dapat menghambat proses 
pemerikasaan dan penuntutan terhadap dirinya dalam kasus di 
lingkup pengadilan domestik 
2. Posisi sebagai lambang kedaulatan negarapun malah akan 
mendorong pemerintah nasional untuk tidak mengadakan 
penuntutan terhadap kepala negara karena hal ini menyangkut 
harkat dan martabat negara, mengingat anggapan tindakan 
yang dilakukan kepala negara merupakan tindakan negara 
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3.   Proses pengadilan terhadap kepala negara berkuasa dianggap     
sebagai pengadilan terhadap kedaulatan negara 
4.   Proses pengadilan nasional pun disinyalir malah justru akan 
memberikan pengakuan terhadap hak imunitas kepala negara 
sehingga akan mempersulit proses pada pengadilan 
internasional 
5. Proses pengadilan terhadap kepala negara yang berkuasa akan 
menimbulkan kekacauan besar di negaranya. 
Sehingga dengan ini kewenangan mengadili dari ICC dapat diambil 
alih oleh pengadilan nasional berdasarkan prinsip komplementer yang 
dianut oleh ICC. Apalagi mengingat belum adanya ukuran pasti dan efektif 
mengenai  sejauh manakah ICC dapat mengambil alih kasus dalam 
pengadilan nasional dengan landasan tidak kemampuan dan 
ketidakmauan dari negara bersangkutan, 
Statuta Roma juga memuat ketentuan tentang, “Irrelevance of 
official capacity” sebagaimana diatur dalam pasal 27 (1) dan (2). Pasal 27 
(1) menyatakan: 
This Statute shall apply equally to all persons without any distinction 
based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State 
of Govermen, a member of a Government parliament, an elected 
representative or a government official shall in no case exempt a person 
from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of it self, 
constitute a ground for reduction of sentence. 
  
Sedangkan pasal 27 (2) yang merupakan konsekuensi hukum dari 
(1) menegaskan bahwa, Immunities or special procedural rules which may 
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attach to the official capacity of a person, where under national law or 
international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction 
over such a person.”   
Penafsiran hukum atas ketentuan pasal 27 ini menimbulkan 
perdebatan hangat dikalangan ahli hukum internasional.81 Perdebatan ini 
terbagi menjadi dua, yaitu di satu sisi yang berpendapat bahwa Statuta 
Roma bertujuan untuk memperkuat penegakan HAM dalam  pelanggaran 
berat HAM dan sisi lainnya yang berpendapat bahwa hal tersebut 
bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang telah dianut di 
dalam hukum internasional.82 
Ketentuan pasal 27 tidak mengakui hak-hak istimewa (previleges) 
yang dimiliki dan melekat kepada jabatan public setingkat kepala negara 
atau pejabat public yang ditugasi atas nama negara di negara asing. 
Pengaturan ini jelas untuk menyelaraskan keinginan dari Statuta Roma 
seperti ddalam preamble Statuta Roma mengingat bahwa atrocities 
terhadap kejahatan di dunia lebih sering digunakan oleh pejabat 
berwenang termasuk kepala negara. 
Penekanan pada pasal 25 dan dilengkapi pasal 27 menerangkan 
bahwa posisi dan imunitas yang melekat pada kepala negara tidak 
menjadi hambatan untuk memulai proses pemeriksaan hingga penjatuhan 
sanksi pidana terhadap kepala negara tersebut. Kekebalan hukum 
tersebut pada intinya hanya berfungsi dalam kapasitas pelancaran  
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pelaksanaan tugas. Akan tetapi ketika dihadapkan ke ICC, kekebalan 
tersebut tidak akan dapat melindungi kepala negara dari yurisdiksi ICC 
seperti yang dialami Presiden Sudan Omar Al-Bashir. 
Belum lepas dari ingatan bahwa banyak pejabat negara kepala 
negara yang dibawa ke depan pengadilan internasional. Perkembangan 
hukum internasional dari era Nuremberg Trial hingga ICC memberikan 
pengaruh sendiri terhadap pertanggungjawaban pidana individu dan 
pelucutan hak imunitas. Kejadian yang paling fenomenal adalah dalam 
kasus atas Presiden Sudan Omar Al-Bashir selaku kepala negara yang 
dihadapkan ke depan ICC. Pengadilan atas Omar Al-Bashir ini 
memberikan sejarah ilmu pengetahuan, terutama hukum internasional 
dalam kaitannya dengan imunitas. 
Perbuatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh dirinya 
tersebut selama masih menjabat tidak mengesampingkan kekuatan ICC 
untuk menerapkan yurisdiksinya atas Omar Al-Bashir. Pengadilan 
internasional yang telah berkembang sejak lama ini memang dalam 
prakteknya baru menimpa individu yang tidak lagi menjabat dalam kasus 
tertentu malah ditimpakan terhadap negara yang kalah perang.83 
 Imunitas yang dibahas hanya menyangkut substantive immunity. 
Fenomena terbaru yang terjadi dalam praktek pengadilan internasional 
adalah dalam kasus Omar Al-Bashir. Omar Al-Bashir merupakan kepala 
negara pertama di dunia yang masih berkuasa, yang dibebankan surat 
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penangkapan atas dirinya dari sebuah pengadilan internasional, dalam hal 
ini ICC. 
Walaupun masih dalam tahap Pre Trial Chamber, keputusan ICC 
untuk mengeluarkan surat penahanan atas Omar Al-Bashir, merupakan 
sejarah tersendiri atas adanya upaya pengesampingan hak imunitas yang 
melekat pada kepala negara yang masih berkuasa. Hal ini bermula dari 
keputusan DK PBB untuk menyikapi situasi yang terjadi di Darfur, Sudan. 
Konflik berkepanjangan di Sudan tersebut dirasa akan menimbulkan 
gangguan keamanan dan mengancam perdamain dunia. 
 Sehingga  berdasarkan Bab VII Piagam, DK PBB merasa perlu 
untuk merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan resolusi DK PBB84 
pada tanggal 31 Maret 2005. Resolusi ini dikeluarkan untuk memenuhi 
pasal 13(b) Statuta Roma yang mengatakan bahwa ICC memiliki 
yurisdiksi atas ”A situasion in which one or more of such crimes appears to 
have been commited is referred to  the Prosecutor by the Security  Council 
acting under Chapter VII of the Charter of the United Nation.”  
  Penuntut Umum ICC kemudian menyikapi resolusi DK PBB 
kepada  ICC tersebut dengan melakukan investigasi berdasarkan pasal 53 
Statuta Roma dan rule 104 Rules of Procedure and Evidence yang diikuti 
dengan permohonan penangkapan atas Omar Al-bashir pada Juli 2008.85 
ICC kemudian memutuskan berdasarkan “ surat permintaan penuntutan 
berdasarkan pasal 58” bahwa Omar Al-Bashir dianggap 
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 UN Security Council Resolution no 1593 (2005) 
85 ICC-02/05-151-US-Exp dan ICC- 02/05-151-US-Exp-Anxsl-89 
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bertanggungjawab berdasarkan pasal 25 (3)(a)86 dan mengeluarkan surat 
penahanan pada tanggal 4 Maret 2009. Penahanan itu sendiri diperlukan 
dalam rangka pelaksanaan pasal 58 (1)(b) , yaitu : 
1. To ensure the person` appearance at trial 
2. To ensure that the person does not obstruct or endanger the 
investigation or the court proceedings,  
3. Where applicable, to prevent the person from continuing with the 
commission of that crime or a related crime which is within the 
jurisdiction of the Court and which arises out of the same 
circumstances 
Omar Al-Bashir dianggap telah melakukan kejahatan perang dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan serta perlu adannya proses penyidikan 
dan penyelidikan terhadap dirinnya.87 Sebagai kepala negara, Omar Al-
Bashir memiliki kemampuan dan pengetahuan atas terjadinnya upaya 
untuk pencegahan terjadinnya kejahatan tersebut. ICC memiliki keyakinan 
bahwa Omar Al-Bashir memiliki kontribusi terhadap kejahatan yang 
dilakukan di Sudan seperti yang diuangkapkan oleh ICC dalam 
pertimbangan Arrest Warrant, yaitu : 
1. That the role of Omar Al-Bashir went beyond coordinating the 
design and implementation of the common plan 
2. That he was in full control of all branches of the “apparatus” of 
the state of Sudan, including the Sudanese Armed Forces and 
their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Service, the 
NISS and the HAC 
3. That he used such control to secure the implementation of the 
common plan 
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Omar Al-Bashir sendiri dituduh, berdasarkan pasal 25(3)(b) Statuta 
Roma sebagai pelaku (indirect perpetrator dan indirect co-perpetrator). 
Telah melakukan kejahatan dan bertanggungjawab atas : 
1. Intentionally directing attacks agains a civilian population as 
such or againts individual civilians not taking direct part in 
hostilities as a war crime, within the meaning of article 8(2)(e)(i) 
of the Statute 
2. Pillage as war crime, within the meaning of article 8(2)(e)(v) of 
the Statute 
3. Murder as a crime against humanity, within the meaning of 
article 7(1)(a) of the Statute 
4. Extermination as a crime against humanity, within the meaning 
of article 7(1)(b) of the Statute 
5. Forcible transfer as a crime against humanity, within the 
meaning of article 7(1)(d) of the Statute 
6. Torture as a crime against humanity, within the meaning of 
article 7(1)(f) of the Statute 
7. Rape as acrime against humanity, within the meaning of article 
7(1)(g) of the Statute 
Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ICC tidak mengenal 
imunitas atas kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksinya. 
Termasuk dalam kasus Omar Al-Bashir, yaitu tidak diakuinya relevansi 
jabatan kepala negara sebagai keistimewaan pembedaan pemberlakuan 
statute berdasarkan pasal 27 Statuta Roma. Sehingga kasus ini 
diharapkan akan terus bergulir tanpa perlu khawatir dalam pelaksaan 
prosesnya akan dihalangi oleh penempatan imunitas yang berlebihan dari 
pemerintah Sudan. 
Akan tetapi tuduhan serius dan berlakunya yurisdiksi ICC terhadap 
kejahatan yang terjadi di Sudan bukan berarti menjadi alasan kelancaran 
proses penahanan terhadap kepala negara Sudan Omar Al-Bashir. 
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Sampai saat ini, proses terhadap penahanan ini masih mengalami tarik 
ulur di tingkat internasional. Nampaknya bukan suatu kejutan apabila 
penahanan terhadap Omar Al-Bashir ini akan berlarut-larut , mengingat 
bahwa sebelumnya juga di Sudan pernah dikeluarkan surat penahanan 
atas Ahmad Harun selaku menteri dalam negeri Sudan dan Ali Kushayb 
selaku pimpinan militer Janjaweed.88  
Ketakutan utama dalam proses yang berlarut-larut ini adalah 
terulangnya praktek impunitas yang selama ini terjadi apabila suatu kasus 
menimpa pejabat negara, terlebih lagi kepala negara. Apalagi 
kemungkinan tersebut cukup besar mengingat peran Omar Al-bashir yang 
yang sangat krusial dalam proses perdamaian di Sudan seperti alasan 
yang pernah dikemukakan oleh The Sudan Workers Trade Unions 
Federation and the Sudan International Defence Group, yaitu: 
1. Issuing such warrants would have grave implication for the 
peace building process in Sudan and that defence must be 
given to considerations of national interest and security 
2. That interest of justice will not be served particularly in light of 
the prosecutor’s conduct in bringing these applications 
3. That such warrant could entrench the negative perceptions of 
the ICC and thus contribute to a deterioration of the situasion in 
Sudan 
4. That alternative means of transitional justice and resolution are 
being and will pursued without the need for any consideration of 
involment of the ICC at this stage.89     
Peran Omar Al-Bashir yang tidak kecil di pemerintahan 
menimbulkan ketakutan akan tidak dapat ditegakkanya keadilan melalui 
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 Aplication on behalf of Citizen Organization of The Sudan in relation to the Prosecutor 
Apllication for Arrest Warrant of 14 July 2008  
81 
 
penelusuran oleh lembaga penegak hukum yang independen. Terlebih 
lagi adanya tawar menawar dari AS melalui DK PBB untuk menawarkan 
solusi kompromi bagi Al-bashir. As mengusulkan agar digelar pemilu 
Presiden di Sudan akhir tahun ini dan Omar Al-bashir tidak boleh 
mencalonkan lagi. Sebagai imbalanya, AS akan mendukung pelaksaan 
butir 16 dari aturan dasar ICC untuk menunda pelaksaan perintah 
penangkapan Omar Al-Bashir selama satu tahun dan dapat 
diperpanjang.90 
Usulan ini jelas semakin mencuatkan adanya unsur politis dari ICC 
yang disinyalir mengakomodir kepentingan AS, Inggris, Israel dan Prancis 
untuk menyudutkan Sudan. Perlu diingat bahwa Sudan di masa Omar Al-
Bashir menjadi negara penghasil minyak yang cukup besar. Dalam 
konstelasi perpolitikan internasional, Sudan berhubungan baik dengan 
China, yang sedikit banyak memiliki pertentangan dengan barat. Hal ini 
yang dirasa akan menimbulkan tarik ulur di dalam DK PBB dan 
terkatungnya penegakan hukum kasus Bashir. 
Ketakutan tersebut tentunya akan semakin menekankan bahwa 
pengadilan internasional tersebut hanya masuk ke dalam suatu cita-cita 
ideal saja. Itupun ideal yang tentunya akan berbenturan pendapat atas 
“keekfetifan ideal” dari negara yang berbeda-beda, mengingat bahwa 
pengadilan internasional diwujudkan untuk menciptakan keadilan dunia. 
Setidaknya harapan bahwa ICC sebagai sebuah entitas subyek hukum 
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internasional yang berwenang untuk mengadili kejahatan internasional 
dan memiliki pengawalan ketat dari PBB dari segi teori. Sekarang 
tergantung dari kemauan negara dunia untuk menggelar prakteknya. 
Keberadaan ICC merupakan pelengak missing link dalam sistem 
hukum internasional, yang sampai sebelum terbentuknya ICC didominasi 
oleh ICJ dengan negara sebagai pihak yang berperkara dan ICC sendiri 
menerapkan Individual responsibility.91 ICC juga berusaha memperbaiki 
kekurangan dan kelemahan dari pengadilan internasional sebelumnya 
yang bersifat ad hoc dan menerapkan keadilan selektif terhadap locus dan 
tempus  tertentu.92 Harapan ini bermuara bahwa ICC dapat menjadi 
warisan moral bagi mereka yang mendambakan system pengadilan 
pidana yang permanen, efektif, dan secara politik tidak mengenal 
kompromi dan sekaligus merupakan landmark dalam hubungan 
internasional.93 
Senada dengan Kofie Anan yang menyakan bahwa ICC sebagai, “ 
a gift of hope to future generations, and a giant step forward in the march 
forward universal human right and the rule of law.” Oleh karena itu 
bukanlah alasan apabila perintah penahanan terhadap omar Al-Bashir 
tersebut tidak dapat dijalankan, karena syarat dan fakta yang terungkap 
sudah memenuhi kerangka hukum sesuai Statuta Roma. Berbekal 
                                                           






keyakinan awal terhadap proses penahanan ini. ICC dapat mulai 






















Hak imunitas bagi kepala Negara yang dituduh melakukan 
kejahatan internasional tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi 
International Criminal Court (ICC). Hal ini dikarenakan kejahatan 
internasional yang diatur dalam ICC menegaskan adanya keharusan 
mekanisme pertanggung jawaban individu. Hukum internasional 
menyatakan bahwa individu (orang) merupakan salah satu subjek hukum 
internasional sehingga ia dapat melakukan penuntutan atas haknya 
maupun dikenakan proses penuntututan dalam sebuah pengadilan 
internasional. 
Statuta Roma, sebagai landasan utama ICC mengatur adanya 
mekanisme pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan 
internasional. Oleh karena itu hak imunitas, baik bagi pejabat negara 
maupun kepala negara, tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi 
ICC. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal-pasal statuta. Terutama 
dalam hal kejahatan internasional yang diatur di Statuta Roma, yaitu 
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan 
kejahatan agresi. 
Proses penahanan Omar Al-Bashir sudah memenuhi ketentuan 
yang diatur dalam Statuta Roma. Pengajuan kasus oleh DK PBB yang 
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berlandaskan pasal 13 (b), memungkinkan ICC menerapkan yurisdiksinya 
dalamhal ini Sudan. Penahanan itu sendiri dilakukan demi kelancaran 
proses peradilan dengan memperhatikan pasal 58 Statuta Roma. 
 A.2 Saran 
Dalam kasus Presiden Sudan Omar Al-Bashir peran dewan 
keamanan PBB lebih banyak konflik kepentingan antar negara dibanding 
penegakan hukum dalam Statuta Roma tersebut. Kelanjutan kasus ini 
seperti hilang dengan sendirinya saat referendum di Sudan yang 
mengakibatkan terbentuknya Negara Sudan Selatan,  terlihat tidak ada 
indikasi perkembangan penyidikan kasus Omar Al-bashir terkesan 
berjalan ditempat. Untuk itu diharapkan kedepanya adanya perbaikan 
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